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“APBN masih menjadi 
instrumen penting dan 
bekerja luar biasa keras, 
untuk melindungi rakyat, 
untuk menangani dan 
menanggulangi covid-19, 
serta memulihkan 
ekonomi” 

Menteri Keuangan, 
Sri Mulyani Indrawati
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Ringkasan Postur APBN

Awali 2021, 
Penerimaan 
Perpajakan Februari 
Rp181,75  triliun

Kenaikan harga 
komoditas mineral 
dan batubara 
mendorong 
kenaikan 
Pendapatan SDA 
Nonmigas

Realisasi Belanja 
Pemerintah Pusat 
(BPP) sampai 
dengan 28 Februari 
2021 masih 
menunjukkan 
kinerja yang baik, 
didukung oleh 
pertumbuhan 
realisasi Belanja 
Modal, Belanja 
Barang, dan Subsidi

Hingga 28 Februari 
2021, Transfer ke 
Daerah dan Dana 
Desa (TKDD) telah 
terealisasi sebesar 
Rp103,03 triliun 
atau 12,95 persen 
dari pagu.
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Ringkasan Ringkasan 
EksekutifEksekutif

Proses pemulihan 
prospek ekonomi 
global terus 
berlanjut seiring 
dan hampir terjadi 

di seluruh negara, termasuk 
Indonesia. Hal ini seiring dengan 
perkembangan positif dalam 
penanganan Covid-19 melalui 
pelaksanaan vaksin secara 
global. Kewaspadaan perlu 
tetap dijaga guna mencegah 
berpotensi lonjakan kasus baru. 
Kinerja manufaktur global terus 
melanjutkan penguatan, didorong 
oleh peningkatan pertumbuhan 
permintaan dan aktivitas produksi 
khususnya di Amerika Serikat 
dan Eropa. Ke depan, akselerasi 
pelaksanaan vaksinasi nasional 
merupakan salah satu kunci 
dalam pemulihan ekonomi. 
Kebijakan fiskal dan moneter yang 
akomodatif juga masih diperlukan 
guna menunjang pemulihan 

ekonomi, dan di dukung oleh 
penguatan reformasi struktural.

Realisasi Pendapatan Negara 
dan Hibah hingga akhir Februari 
2021 telah tercatat Rp219,15 
triliun atau 12,57 persen dari 
target pada APBN 2021. Capaian 
tersebut lebih tinggi Rp1,55 
triliun dibandingkan realisasi 
pada periode yang sama tahun 
lalu atau tumbuh 0,71 persen 
(yoy). Berdasarkan realisasi 
komponen Pendapatan Negara, 
penerimaan yang bersumber 
dari Perpajakan secara nominal 
mencapai Rp181,75 triliun, 
Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) mencapai Rp37,34 triliun, 
dan realisasi Hibah mencapai 
Rp56,0 miliar. Capaian realisasi 
penerimaan Perpajakan tumbuh 
1,74 persen (yoy), sedangkan 
PNBP tumbuh negatif 3,73 
persen (yoy). Terhadap target 
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pada APBN 2021, realisasi 
komponen Pendapatan Negara 
dari penerimaan Perpajakan telah 
mencapai 12,58 persen, PNBP 
12,52 persen, dan Hibah 6,20 
persen. 

Secara lebih detil, realisasi 
penerimaan Perpajakan yang 
bersumber dari penerimaan 
Pajak telah mencapai 11,88 
persen terhadap target APBN 
2021. Penerimaan Pajak 
tersebut pertumbuhannya masih 
terkontraksi sebesar 4,84 persen 
(yoy). Realisasi penerimaan 
Pajak secara nominal didukung 
utamanya oleh penerimaan Pajak 
Penghasilan (PPh) Nonmigas dan 
Pajak Pertambahan Nilai/Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah 
(PPN/PPnBM). Penerimaan dari 
PPh 21, PPh Final, dan PPh Pasal 
25/29 Badan secara nominal 
masih menjadi kontributor utama 
penerimaan Pajak. Berdasar 
pertumbuhannya, PPh Nonmigas 
tumbuh negatif 10,32 persen 
(yoy) akibat sebagian besar 
komponen penerimaan PPh 
Nonmigas masih mengalami 
kontraksi pertumbuhannya. 
Lebih lanjut, capaian penerimaan 
Pajak dari PPN/PPnBM secara 
nominal ditopang utamanya oleh 
penerimaan PPN, khususnya 
PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan 
PPN Impor. Secara kumulatif 
penerimaan PPN/PPnBM tercatat 
mengalami pertumbuhan 5,24 

persen (yoy) karena mulai 
meningkatnya aktivitas ekonomi 
sektor perdagangan dan 
meningkatnya output dari sektor 
industri manufaktur. Secara 
umum penerimaan pajak sektoral 
kinerjanya mulai membaik sejak 
Triwulan 4 tahun 2020, meskipun 
tekanan akibat pandemi Covid-19 
masih terjadi hingga awal tahun 
2021.

Komponen penerimaan 
Perpajakan yang bersumber dari 
Kepabeanan dan Cukai hingga 
akhir Februari 2021 realisasinya 
telah mencapai 16,57 persen 
terhadap target pada APBN 2021 
dan tumbuh 42,11 persen (yoy). 
Secara nominal, penerimaan dari 
Cukai, khususnya Cukai Hasil 
Tembakau (CHT) masih menjadi 
sumber utama penerimaan 
Kepabeanan dan Cukai. Lebih 
rinci, pertumbuhan komponen 
penerimaan dari Cukai dan Bea 
Keluar (BK) tercatat tumbuh 
positif berturut-turut 48,30 persen 
(yoy) dan 380,42 persen (yoy). 
Sementara itu, penerimaan Cukai 
yang bersumber dari penerimaan 
CHT tercatat tumbuh 50,60 persen 
(yoy), sedangkan cukai MMEA dan 
EA tercatat masih tumbuh negatif 
meskipun mulai menunjukkan 
tren ke arah yang positif. Realisasi 
CHT didorong oleh dampak 
rencana pemberlakuan kebijakan 
tarif CHT di bulan Februari 2021, 
serta efek penindakan rokok 
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ilegal. Lebih lanjut, komponen 
penerimaan Kepabeanan dan 
Cukai yang berasal dari Bea Masuk 
(BM) juga mulai menunjukkan 
tren ke arah positif, meskipun 
masih mengalami kontraksi 
pertumbuhan sebesar negatif 
9,67 persen (yoy). Pertumbuhan 
BM dipengaruhi oleh aktivitas 
impor yang belum sepenuhnya 
pulih. Namun disisi yang lain, BK 
pertumbuhannya didorong oleh 
meningkatnya aktivitas ekspor 
terutama Tembaga, CPO, dan Biji 
Kakao yang meningkat volume dan 
harganya, melanjutkan tren di akhir 
tahun 2020. 

Realisasi PNBP sampai dengan 
akhir Februari 2021 tercatat 
sebesar Rp37,34 triliun atau 
12,52 persen terhadap target 
dalam APBN 2021. Pencapaian 
realisasi PNBP tersebut terutama 
didominasi oleh PNBP Lainnya 
sebesar Rp23,79 triliun dan 
PNBP SDA sebesar Rp12,16 
triliun. Sementara PNBP KND dan 
pendapatan BLU hanya terealisasi 
masing-masing sebesar Rp1,25 
miliar dan Rp1,39 triliun.  

Jika dibandingkan periode 
yang sama tahun sebelumnya, 
realisasi PNBP sampai dengan 
akhir Februari 2021 mengalami 
penurunan sebesar 3,73 persen 
(yoy). Pertumbuhan negatif 
tersebut berasal dari penerimaan 
SDA dan penerimaan BLU yang 

masing-masing turun sebesar 
41,88 persen (yoy) dan 19,67 
persen (yoy). Faktor utama 
penurunan penerimaan SDA 
berasal dari PNBP Migas terutama 
disebabkan lebih rendahnya 
rata-rata harga minyak ICP 
periode Desember 2020-Januari 
2021 jika dibandingkan dengan 
periode yang sama tahun lalu dan 
turunnya realisasi lifting minyak 
bumi dan gas bumi. Sementara 
itu, pertumbuhan negatif pada 
pendapatan BLU disebabkan 
menurunnya pendapatan layanan 
rumah sakit hingga mencapai 51,7 
persen (yoy).

Di sisi lain, realisasi PNBP 
dari Kekayaan Negara yang 
Dipisahkan (KND) dan PNBP 
Lainnya mencatat pertumbuhan 
positif masing-masing 840,08 
persen (yoy) dan 47,43 persen 
(yoy). Pertumbuhan positif pada 
PNBP KND disebabkan pada bulan 
Januari 2021 terdapat pembayaran 
dividen Tahun Buku 2019 yang 
jatuh tempo pada tanggal 
1 Januari 2021. Sementara, 
pertumbuhan positif PNBP Lainnya 
karena adanya peningkatan 
Pendapatan Penjualan Hasil 
Tambang (PHT) dan Pendapatan 
PNBP Kementerian/Lembaga.

Realisasi Belanja Negara sampai 
dengan akhir Februari 2021 
mencapai Rp282,72 triliun 
(10,28 persen dari pagu APBN 
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2021), meningkat 1,18 persen 
(yoy) jika dibandingkan dengan 
realisasi periode yang sama 
tahun 2020. Realisasi Belanja 
Negara tersebut meliputi realisasi 
Belanja Pemerintah Pusat sebesar 
Rp179,68 triliun dan realisasi 
Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa sebesar Rp103,03 triliun. 
Secara nominal, realisasi Belanja 
Pemerintah Pusat tahun 2021 
tumbuh sebesar 11,10 persen 
(yoy) dari tahun sebelumnya, 
terutama dipengaruhi oleh 
realisasi belanja modal yang 
sudah mencapai Rp22,83 triliun 
atau sekitar 9,25 persen dari pagu 
APBN 2021. Realisasi belanja 
modal tersebut tumbuh 253,05 
persen (yoy) dibandingkan tahun 
sebelumnya, utamanya untuk 
pembayaran proyek infrastruktur 
dasar lanjutan tahun 2020 dan 
infrastruktur konektivitas.

Realisasi belanja subsidi sampai 
dengan akhir Februari 2021 
mencapai Rp12,35 triliun atau 
7,04 persen dari target yang 
ditetapkan pada APBN 2021. 
Realisasi belanja subsidi tersebut 
hanya meliputi realisasi subsidi 
energi, sedangkan subsidi 
nonenergi masih belum terdapat 
realisasi. Secara umum, realisasi 
belanja subsidi sampai dengan 
akhir Februari 2021 lebih besar 
Rp1,39 triliun atau 12,68 persen 
lebih tinggi dibandingkan realisasi 
belanja subsidi pada periode yang 

sama tahun 2020. 

Realisasi subsidi energi meliputi 
subsidi BBM sebesar Rp1,15 
triliun (6,94 persen terhadap 
APBN 2021), subsidi LPG tabung 
3 kg sebesar Rp5,64 triliun (14,01 
persen terhadap APBN 2021) dan 
subsidi listrik mencapai Rp5,55 
triliun (10,37 persen terhadap 
APBN 2021). Realisasi belanja 
subsidi energi didominasi oleh 
subsidi listrik yang mencapai 
Rp5,64 triliun atau 10,37 persen 
dari pagu. Dibandingkan tahun lalu 
terjadi peningkatan 39,39 persen 
terutama dipengaruhi depresiasi 
nilai tukar rupiah, dimana dalam 
periode Januari-Februari 2021 
rata-rata nilai tukar rupiah 
sebesar Rp14.052/US$, lebih 
tinggi dibandingkan periode yang 
sama tahun sebelumnya sebesar 
Rp13.720/US$. 

Sementara itu, realisasi belanja 
subsidi BBM mencapai Rp1,15 
triliun, lebih rendah 6,40 persen 
(yoy), sedangkan subsidi LPG 
tabung 3 kg mencapai Rp5,64 
triliun atau lebih rendah 1,75 
persen (yoy). Penurunan realisasi 
subsidi BBM dan LPG antara 
lain dipengaruhi oleh penurunan 
realisasi ICP pada Januari - 
Februari 2021 (rata-rata sebesar 
US$56,76/barel) dibandingkan 
realisasi ICP pada Januari-Februari 
2020 (rata-rata US$ 60,99/barel), 
meskipun ICP Februari 2021 
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mengalami kenaikan (US$60,36/
barel) dibandingkan ICP Januari 
2021 (US$ 53,17/barel). Tren 
peningkatan kembali harga ICP 
sudah mulai terlihat sejak awal 
tahun 2021 sebagai dampak 
adanya kesepakatan pada 
pertemuan negara-negara OPEC+ 
untuk melanjutkan pemotongan 
produksi sebesar 7,2 juta barel 
per hari hingga bulan Maret 2021 
serta komitmen Arab Saudi untuk 
menambah pemotongan produksi 
secara sukarela sebesar 1 juta 
barel di bulan Februari dan Maret 
2021 sebagai bagian dari OPEC+.

Realisasi Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa (TKDD) sampai 
dengan akhir Februari 2021 
mencapai Rp103,03 triliun atau 
12,95 persen dari pagu APBN 
2021 yang meliputi Transfer ke 
Daerah (TKD) sebesar Rp99,21 
triliun (13,71 persen) dan Dana 
Desa Rp3,82 triliun (5,31 persen).  
Realisasi TKDD lebih rendah 12,45 
persen (yoy) apabila dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun 
2020, hal ini dipengaruhi  proses 
penyaluran DAK Nonfisik antara 
lain Dana BOS, yang masih 
memerlukan verifikasi rekening 
penerima, kurang lebih sebesar 
Rp14,02 triliun.

Secara lebih rinci, realisasi 
TKD terdiri dari realisasi Dana 
Perimbangan Rp99,21 triliun 
(14,41 persen), sedangkan 

Dana Insentif Daerah (DID), 
Dana Otonomi Khusus, dan 
Dana Keistimewaan DIY belum 
ada realisasi. Realisasi TKD 
lebih rendah Rp16,81 triliun 
atau sekitar 14,49 persen bila 
dibandingkan realisasi TKD 
pada periode yang sama tahun 
2020. Rendahnya realisasi TKD 
disebabkan karena (i) Realisasi 
DAU lebih rendah sebesar Rp10,34 
triliun atau sekitar 10,57 persen 
dibanding periode yang sama 
tahun sebelumnya; (ii) Realisasi 
DAK Nonfisik hanya Rp0,49 
triliun atau 0,37 persen dari 
pagu, menurun Rp11,07 triliun 
atau 95,77 persen dibanding 
tahun sebelumnya. Hal ini 
disebabkan karena sampai 
dengan akhir Februari 2021 hanya 
beberapa jenis DAK Nonfisik 
yang telah disalurkan antara lain 
Dana Peningkatan Kapasitas 
Koperasi sebesar Rp0,06 triliun, 
Dana Pelayanan Administrasi 
Kependudukan sebesar Rp0,39 
triliun, dan Dana Bantuan 
Operasional Penyelenggaraan 
(BOP) Museum dan Taman Budaya 
sebesar Rp0,04 triliun. Di sisi lain, 
realisasi DBH pada Februari 2021 
sebesar Rp11,26 triliun, meningkat 
sebesar Rp4,60 triliun atau 69,06 
persen dibanding periode yang 
sama tahun sebelumnya yang 
hanya sebesar Rp6,66 triliun. 
Peningkatan ini dipengaruhi oleh 
penyaluran DBH SDA sebesar 
Rp5,14 triliun (14,42 persen) dan 
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penyaluran Kurang Bayar DBH 
sebesar Rp6,13 triliun untuk 
penyelesaian Kurang Bayar DBH 
TA 2019.

Sementara itu, realisasi 
penyaluran Dana Desa sampai 
dengan akhir Februari 2021 
sebesar Rp3,82  triliun, lebih 
tinggi Rp2,16 triliun (130,32 
persen) dibandingkan realisasi 
Dana Desa pada periode yang 
sama tahun 2020 sebesar Rp1,66 
triliun. Peningkatan realisasi 
Dana Desa tersebut dipengaruhi 
oleh percepatan penyaluran Dana 
Desa ke daerah pada awal tahun 
karena telah terpenuhinya syarat 
penyaluran Dana Desa pada tahap 
I dan penyaluran BLT Dana Desa.

Berdasarkan realisasi Pendapatan 
dan Belanja Negara, maka Defisit 
Anggaran sampai dengan akhir 
Februari 2021 mencapai Rp63,57 
triliun atau sekitar 0,36 persen 
dari PDB (6,3 persen dari pagu 
APBN 2021). Sementara itu 
realisasi Pembiayaan Anggaran 
hingga akhir Februari 2021 ini 
sudah mencapai Rp273,05 triliun 
(27,1 persen terhadap pagu 

APBN). Realisasi Pembiayaan 
sampai akhir Februari 2021 
ini masih didominasi oleh 
Pembiayaan Utang sebesar 
Rp273,02 triliun (99,98 persen dari 
total nilai Pembiayaan). Realisasi 
Pembiayaan Utang sampai akhir 
Februari 2021 tersebut terdiri 
atas realisasi Surat Berharga 
Negara (Neto) sebesar Rp271,39 
triliun dan Pinjaman (Neto) 
sebesar Rp1,63 triliun. Disamping 
Pembiayaan Utang, Pemerintah 
juga sudah merealisasikan 
Pembiayaan Lainnya sebesar 
Rp32,2 miliar. Untuk realisasi 
Pembiayaan Investasi, Pemberian 
Pinjaman, dan Kewajiban 
Penjaminan itu belum signifikan 
karena sampai dengan akhir bulan 
Februari 2021 akumulasi dari 
ketiga jenis Pembiayaan ini masih 
dibawah Rp1 miliar. Selanjutnya, 
posisi SILPA naik signifikan dari 
Rp120,15 triliun (pada akhir 
Januari 2021) menjadi Rp209,48 
triliun pada akhir Februari 2021.
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
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Postur APBN 2020
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POSTUR APBNPOSTUR APBN

R ealisasi APBN sampai 
dengan 28 Februari 
2021 mencatatkan 
realisasi pendapatan 
negara tumbuh 

0,71 persen (yoy) dan realisasi 
belanja negara tumbuh sebesar 
1,18 persen (yoy), serta defisit 
anggaran berada pada level 0,36 
persen terhadap PDB (tahun 2020 
0,40 persen terhadap PDB). 

Secara ringkas, realisasi APBN 
sampai dengan 28 Februari 2021 
mencatatkan pendapatan negara 
mencapai 219,15 triliun (12,57 
persen dari target), lebih tinggi 
dibandingkan periode yang sama 
tahun 2020 sebesar Rp217,61 
triliun. Di sisi lain, realisasi belanja 
negara mencapai Rp282,72 
triliun (10,28 persen dari pagu), 
lebih tinggi dibandingkan periode 
yang sama tahun 2020 sebesar 
Rp279,41 triliun. Adapun rincian 
realisasi tersebut yaitu:

Penerimaan Perpajakan mencapai 
Rp181,75 triliun, tumbuh 1,74 
persen dari realisasi pada periode 
yang sama tahun 2020 Rp178,64 
triliun. Realisasi penerimaan 
perpajakan terdiri atas:

Penerimaan Pajak sebesar 
Rp146,13 triliun, terkontraksi 4,84 
persen dari realisasi pada periode 
yang sama tahun 2020 yang 
mencapai Rp153,57 triliun.

Penerimaan Kepabeanan dan 
Cukai mencapai Rp35,62 triliun, 
tumbuh 42,11 persen dari realisasi 
pada periode yang sama tahun 
2020 yang mencapai Rp25,06 
triliun. 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) mencatatkan realisasi 
sebesar 37,34 triliun, terkontraksi 
3,73 persen dari realisasi pada 
periode yang sama tahun 2020 
yang mencapai Rp38,79 triliun.
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Realisasi APBN s.d 28 Februari 2021 (triliun Rupiah)

Penerimaan Hibah sebesar Rp0,06 
triliun, lebih rendah dari realisasi 
pada periode yang sama tahun 
2020 yang mencapai Rp0,18 
triliun.

Belanja Pemerintah Pusat sebesar 
Rp179,68 triliun, tumbuh 11,10 
persen dibandingkan realisasi 
pada periode yang sama tahun 
2020 yang mencapai Rp161,73 
triliun. Realisasi tersebut terdiri 
atas:

Belanja Kementerian/Lembaga 
sebesar Rp97,00 triliun, tumbuh 
15,76 persen dari realisasi pada 
periode yang sama tahun 2020 
yang mencapai Rp83,79 triliun;

Belanja Non-K/L sebesar Rp82,69 
triliun, tumbuh 6,09 persen dari 
realisasi pada periode yang 
sama tahun 2020 yang mencapai 

Rp77,94 triliun, 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(TKDD) sebesar Rp103,03 triliun, 
terkontraksi sebesar 12,45 persen 
dari realisasi pada periode yang 
sama tahun sebelumnya yang 
mencapai Rp117,68 triliun.

Berdasarkan realisasi pendapatan 
negara dan belanja negara 
tersebut, defisit anggaran 
sampai dengan 28 Februari 
2021 sebesar Rp63,57 triliun 
(0,36 persen terhadap PDB). Di 
sisi lain, realisasi pembiayaan 
anggaran mencapai Rp273,05 
triliun, sehingga sampai dengan 28 
Februari 2021 terdapat kelebihan 
pembiayaan anggaran sebesar 
Rp209,49 triliun.

2020 2021
APBN

(Perpres 
72/2020)

Realisasi
s.d. 29-Feb

% thd
Perpres 
72/2020

Growth
(%) APBN

Realisasi
s.d. 28-Feb

% thd
APBN

Growth
(%)

A. Pendapatan Negara 1.699,95   217,61     12,80    (0,09)    1.743,65   219,15     12,57    0,71      

I. 1.698,65   217,42     12,80    (0,12)    1.742,75   219,10     12,57    0,77      

1. 1.404,51    178,64      12,72     0,67      1.444,54    181,75      12,58     1,74      

2. PNBP 294,14       38,79        13,19     (3,63)     298,20       37,34        12,52     (3,73)     

II. Penerimaan Hibah 1,30          0,18         13,97    63,30    0,90          0,06         6,21      (69,13)   

B. Belanja Negara 2.739,17   279,41     10,20    2,79      2.750,03   282,72     10,28    1,18      

I. 1.975,24   161,73     8,19      11,01    1.954,55   179,68     9,19      11,10    

1. Belanja K/L 836,38       83,79        10,02     17,63     1.031,96    97,00        9,40      15,76     

2. Belanja Non K/L 1.138,86    77,94        6,84      4,68      922,59       82,69        8,96      6,09      

II. 763,93      117,68     15,40    (6,71)    795,48      103,03     12,95    (12,45)   

1. Transfer Ke Daerah 692,74       116,02      16,75     (4,23)     723,48       99,21        13,71     (14,49)    

2. Dana Desa 71,19         1,66          2,33      (66,77)    72,00         3,82          5,31      130,32   

C. Keseimbangan Primer (700,43)     (27,52)      3,93      37,75    (633,12)     (23,18)      3,66      (15,74)   

D. Surplus/(Defisit) Anggaran (1.039,22)  (61,81)      5,95      14,40    (1.006,38)  (63,57)      6,32      2,84      

% Defisit thd PDB (6,34)        (0,40)       (5,70)        (0,36)       

E. Pembiayaan Anggaran 1.039,22   113,55     10,93    (42,75)   1.006,38   273,05     27,13    140,47  

-             51,74       -             209,49     

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran

APBN
(triliun rupiah)

Pendapatan Dalam Negeri

Penerimaan Perpajakan

Belanja Pemerintah Pusat
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Perkembangan Ekonomi Makro

Prospek Pemulihan 
Ekonomi  Berlanjut 

Seiring Pelaksanaan 
Vaksinasi 
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PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN 
EKONOMI MAKROEKONOMI MAKRO

Perekonomian 
nasional 
menunjukkan 
prospek positif 
seiring dengan 

harapan positif masyarakat dan 
pelaku usaha nasional terhadap 
pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi 
yang telah mulai dilaksanakan 
di Indonesia diikuti pula dengan 
penurunan kasus harian Covid-19. 
Di sisi lain, pemulihan ekonomi 
nasional terus berlanjut yang 
dicerminkan adanya Purchasing 
Managers’ Index (PMI) manufaktur 
di Februari 2021 berada pada 
level 50,9 menurun dibandingkan 
Januari 2021 sebesar 52,2. 
Namun, perkembangan ini 
menjadikan PMI Manufaktur 
berada pada level ekspansi selama 
4 bulan berturut-turut. Langkah-
langkah pemerintah dengan 
melanjutkan pemberian insentif 
pajak bagi sektor terdampak di 
2021, terutama untuk UMKM  

akan mendorong aktivitas dunia 
usaha nasional dan mempercepat 
pemulihan ekonomi nasional. 

Perkembangan harga di tingkat 
konsumen pada Februari 2021 
melajutkan tren inflasi tercatat 
sebesar 0,10 persen (mtm) atau 
0,36 persen (ytd) yang terutama 
dipengaruhi oleh tekanan inflasi 
administered price. Tekanan 
inflasi di administered price lebih 
didorong oleh kenaikan tarif 
beberapa ruas jalan tol dan tarif 
angkutan udara. Sementara itu, 
Laju inflasi inti masih melanjutkan 
perlambatan meskipun lebih 
landai. Hal ini dipengaruhi oleh 
daya beli masyarakat yang 
masih lemah karena adanya 
kebijakan pembatasan mobilitas 
masyarakat. Inflasi volatile 
food menurun didorong oleh 
melimpahnya pasokan beberapa 
komoditas pangan di tengah 
faktor cuaca ekstrem dan 
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gelombang tinggi. Ke depan, 
inflasi diperkiraan akan meningkat 
karena didorong oleh pemulihan 
permintaan masyarakat. Namun, 
Pemerintah akan terus berupaya 
mengendalikan inflasi untuk 
stabilitas nasional sebagai 
pondasi percepatan pemulihan 
ekonomi nasional.

Tren nilai tukar Rupiah terhadap 
dolar Amerika Serikat pada awal 
Maret 2021 sedikit mengalami 
tekanan seiring dengan sentimen 
pasar keuangan global yang 
didorong ekspektasi pemulihan 
ekonomi Amerika Serikat yang 
lebih cepat. Nilai tukar Rupiah 
terhadap dolar Amerika Serikat 
pada 19 Maret 2021 berada pada 
posisi Rp14.476/USD, mengalami 
depresiasi sebesar 4,1 persen 
dibandingkan level pada awal 
tahun. Rata-rata nilai tukar Rupiah 
hingga 19 Maret 2021 tercatat 
sebesar Rp14.141,9/USD. Di sisi 
lain, cadangan devisa Indonesia 
terus meningkat dan berada pada 
level yang stabil dan cukup tinggi 
pada akhir Februari 2021 yakni 
sebesar USD138,8 miliar. Posisi 
cadangan devisa tersebut setara 
dengan pembiayaan 10,5 bulan 
impor atau 10,0 bulan impor dan 
pembayaran utang luar negeri 
Pemerintah, serta berada di atas 
standar kecukupan internasional 
sekitar 3 bulan impor.  Posisi ini 
diyakini akan memberikan pondasi 
kuat dalam mendorong pemulihan 
ekonomi nasional dan menjaga 

stabilitas makroekonomi, serta 
sistem keuangan kedepan.

Sektor pariwisata dan sektor 
pendukung terkait seperti 
restoran, hotel, dan transportasi 
merupakan sektor yang paling 
terdampak dengan adanya 
pandemi Covid-19.  Sektor 
pariwisata secara khusus memiliki 
peran penting dalam menghasilkan 
devisa, penyerapan tenaga kerja, 
dan mengindikasikan adanya 
pemulihan mobilitas penduduk. 
Berdasarkan data BPS kunjungan 
wisatawan manca negara 
(wisman) ke Indonesia hingga 
Januari 2021 tercatat sebesar 
141,26 ribu kunjungan. Jumlah 
kunjungan wisman ke Indonesia 
Januari 2021 mengalami 
penurunan yang dalam sebesar 
89,05 persen dibanding jumlah 
kunjungan pada Januari 2020. 
Namun jika dibandingkan dengan 
bulan Desember 2020 menurun 
sebesar 13,90 persen.  Kondisi 
penurunan jumlah kunjungan 
wisatawan ini berdampak terhadap 
sektor perhotelan. Data sektor 
perhotelan pada Januari 2021 
menunjukkan bahwa Tingkat 
Penghunian Kamar (TPK) hotel 
klasifikasi bintang mencapai 
rata-rata 30,35 persen atau turun 
18,82 poin dibandingkan dengan 
TPK Januari 2020 yang tercatat 
sebesar 49,17 persen. Namun, 
jika dibandingkan dengan TPK 
Desember 2020 mengalami 
kenaikan sebesar 10,44 poin. 
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
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Laporan Khusus

Pelaksanaan Program 

PEN 2020 dan Overview 

Pemulihan Ekonomi Tahun 

2021

K ondisi Pandemi 
Covid-19 
mengharuskan 
Pemerintah untuk 
membatasi mobilitas 

dan kegiatan perekonomian. 
Kondisi tersebut membuat 
perekonomian nasional mengalami 
great shock karena ‘mesin’ 
perekonomian harus berhenti 
seketika. Untuk itu, Pemerintah 
menggunakan instrumen 
kebijakan fiskal untuk merespon 
kondisi extraordinary tersebut. 
Pemerintah telah mengantisipasi 
sekaligus menjalankan kebijakan 
extraordinary terutama dalam 
memperkuat sistem kesehatan 
masyarakat serta menyiapkan 
bantalan bagi konsumsi 
masyarakat serta dunia usaha. 

Dalam merespon dampak pandemi 
Covid-19, Pemerintah menjalankan 
kebijakan countercyclical yang 
ekspansif melalui berbagai 

stimulus ekonomi secara 
komprehensif untuk menjaga 
daya beli masyarakat miskin 
dan rentan yang berdampak 
signifikan terhadap tumbuhnya 
perekonomian domestik serta 
mendorong sektor riil dan dunia 
usaha agar tetap berjalan. 
Kebijakan yang ekspansif tersebut 
terlihat dari kenaikan defisit dari 
1,76 persen pada APBN 2020 
menjadi 6,34 persen terhadap 
PDB pada APBN Perpres 72 tahun 
2020. Kebijakan ekspansif tersebut 
dilakukan secara aman dan 
terkendali dengan menjaga defisit 
anggaran sebesar 6,09 persen 
terhadap PDB pada realisasi 
sementara APBN 2020.

Sejalan dengan kebijakan 
countercyclical yang diterapkan 
pada pelaksanaan APBN 
tahun 2020, Pemerintah juga 
mengeluarkan paket kebijakan 
khusus untuk menangani Pandemi 
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Covid-19 serta pelemahan 
ekonomi yang dinamakan program 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN). Program PEN merupakan 
salah satu pondasi utama 
kebijakan Pemerintah dalam 
upaya percepatan pemulihan 
ekonomi nasional dari dampak 
pandemi Covid-19. Pemerintah 
mengalokasikan anggaran PEN 
tahun 2020 sebesar Rp695,2 
triliun dan telah terealisasi sebesar 
Rp579,78 triliun atau 83,4 persen 
dari pagu. Pelaksanaan PEN 
tahun 2020 telah difokuskan pada 
ketercapaian output sasaran dan 
tujuan dari masing-masing sektor/
program dengan tetap menjaga 
aspek governance-nya. Secara 
lebih rinci, realisasi sementara dari 
masing-masing kluster yaitu: 

Kluster Kesehatan mencapai 
Rp63,51 triliun yang ditujukan 
untuk pemberian insentif dan 
santunan kematian, insentif 
perpajakan bidang kesehatan, 
bantuan iuran JKN, serta 
terutama untuk belanja intervensi 
penanganan Covid-19 (APD, alat 
kesehatan, biaya klaim perawatan, 
dan program vaksinasi); 

Kluster Perlindungan Sosial 
sebesar Rp220,39 triliun yang 
ditujukan sebagai dukungan 
daya beli untuk menekan laju 
peningkatan kemiskinan serta 
ketimpangan dengan berbagai 
bantuan antara lain Program 

Keluarga Harapan (PKH), Kartu 
Sembako, Bantuan Sosial Tunai, 
serta Bantuan Subsidi Upah;

Kluster Sektoral K/L dan 
Pemerintah Daerah sebesar 
Rp66,59 triliun yang ditujukan 
untuk dukungan pemda serta K/L 
dalam proses pemulihan ekonomi, 
termasuk dukungan pariwisata, 
program padat karya, DID 
Pemulihan, DAK Fisik, pemberian 
pinjaman daerah serta program 
ketahanan pangan atau Food Estate;

Kluster Dukungan UMKM sebesar 
Rp112,44 triliun untuk menopang 
permodalan dan cashflow UMKM 
agar mampu bertahan dan dapat 
melakukan jump start pada masa 
pemulihan ekonomi. Salah satu 
program yang merupakan inovasi 
pada kluster ini adalah Bantuan 
Presiden untuk Usaha Mikro (BPUM) 
yang merupakan cash assistance 
sebesar Rp2,4 juta untuk usaha 
mikro;

Kluster Pembiayaan Korporasi 
sebesar Rp60,73 triliun digunakan 
sebagai dukungan korporasi melalui 
BUMN dan penjaminan kredit modal 
kerja;

Kluster Insentif usaha sebesar 
Rp56,12 triliun digunakan antara lain 
sebagai insentif perpajakan untuk 
menjaga keberlangsungan dunia 
usaha serta daya beli  masyarakat 
(PPh 21 DTP).
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Berdasarkan berbagai studi 
evaluatif yang dilakukan, program 
PEN terbukti secara efektif 
mampu menjadi bantalan bagi 
daya beli masyarakat serta 
keuangan dunia usaha. Survei 
yang dilakukan LPEM dan LD 
UI menunjukkan intervensi 
PEN membuat mayoritas 
responden dapat bertahan (tidak 
mengalami penurunan omzet dan 
keuntungan), namun sosialisasi 
terkait rendahnya literasi program 
PEN masih perlu ditingkatkan. 
Khusus untuk program BPUM, 
survei yang dilakukan Kemenkop 
UKM dan TNP2K menunjukan 
bahwa mayoritas penerima BPUM 
tidak memiliki cadangan kas lebih 
dari 10 hari atau bisa dikatakan 
program BPUM sudah tepat 

sebagai cash buffer pada usaha 
mikro. Pada sisi perlindungan 
sosial, survei Dampak Sosio-
Ekonomi yang dilakukan UNICEF, 
Prospera, SMERU, dan UNDP 
menemukan bahwa 85 persen 
responden menerima sekurangnya 
satu progam bantuan dengan 
cakupan terbesar adalah BLT 
Desa sebesar 17,6 persen. Hal 
ini menunjukan cakupan bantuan 
pemerintah sudah menyentuh 
mayoritas dari masyarakat 
Indonesia. Melalui respon 
kebijakan yang komprehensif 
dalam penanganan Covid-19 dan 
pemulihan ekonomi, APBN 2020 
telah bekerja keras dan mampu 
tetap melakukan countercyclical 
untuk menahan pemburukan yang 
semakin dalam.

Sumber: BPS, BKF diolah

Grafik 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% yoy)



25

Edisi Maret 2021

Memasuki tahun 2021, Pemerintah 
mengarahkan APBN dengan fokus 
mendukung percepatan pemulihan 
ekonomi dan penanganan pandemi 
Covid-19. APBN tahun 2021 telah 
didesain dengan spirit ekspansif 
untuk mendukung pemulihan dan 
penanganan pandemi, namun 
juga mulai konsolidasi untuk 
menyehatkan kembali APBN. 
Sejalan dengan hal tersebut, 
Pemerintah tetap melanjutkan 
program PEN tahun 2021 dengan 
peningkatan alokasi anggaran PEN 
hingga mencapai Rp699,43 triliun, 
yang kebijakannya difokuskan 
untuk penguatan penanganan 
pandemi Covid-19 dan percepatan 
pemulihan ekonomi, antara lain: 
penguatan 3M dan 3T, penyediaan 
vaksinasi, mempertahankan 
dan meningkatkan daya beli 
masyarakat serta mendorong 
penciptaan lapangan kerja melalui 
dukungan dunia usaha. 

Alokasi anggaran PEN tahun 
2021 tersebut terbagi ke dalam 5 
kluster, yaitu: kluster kesehatan 
sebesar Rp176,3 triliun antara 
lain digunakan untuk program 
vaksinasi, insentif tenaga 
kesehatan, kegiatan Testing dan 
Tracing,  biaya perawatan; kluster 
perlindungan sosial sebesar 
Rp157,41 triliun antara lain 
digunakan untuk program kartu 
sembako, PKH, bansos tunai, 
BLT Dana Desa; kluster program 
prioritas sebesar Rp122,42 triliun 

antara lain digunakan untuk padat 
karya K/L, ketahanan pangan, 
ICT, pariwisata; kluster dukungan 
UMKM dan korporasi sebesar 
Rp184,83 triliun antara lain 
digunakan untuk subsidi bunga 
UMKM, Subsidi IJP, BPUM, PMN 
BUMN; serta kluster insentif usaha 
sebesar Rp58,46 triliun antara lain 
digunakan untuk pengurangan 
angsuran PPh 25, pembebasan 
PPh 22 impor, PPh 21 DTP, PPnBM 
DTP Kendaraan Bermotor, serta 
PPn DTP Perumahan.

Percepatan pelaksanaan program 
PEN tahun 2021 menjadi kunci 
penting dalam pemulihan baik dari 
kesehatan maupun ekonomi pada 
kuartal I tahun 2021. Beberapa 
program PEN yang diarahkan 
untuk mendorong perekonomian 
pada kuartal I tahun 2021 antara 
lain yaitu (a) percepatan realisasi 
program perlindungan sosial 
(perlinsos) yang mencakup 
Program Keluarga Harapan 
(PHK), penyaluran bantuan 
Sembako, Bantuan Sosial Tunai 
(BST), Bantuan Langsung Tunai 
Dana Desa (BLT DD) pada bulan 
Januari 2021; (b) percepatan 
penganggaran dan realisasi 
Bantuan Produktif Usaha Mikro 
(BPUM) yang ditargetkan tersalur 
pada bulan Maret 2021; (c) 
program padat karya kementerian/
lembaga (K/L) pada Kementerian 
PUPR, Kementerian Pertanian, 
Kementerian Kelautan dan 
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Perikanan (KKP), Kementerian 
Perhubungan, Kementerian 
ESDM, serta KLHK; (d) insentif 
pajak penjualan atas barang 
mewah (PPnBM) kendaraan 
bermotor dan PPN perumahan 
yang mulai diberlakukan pada 
Maret 2021 yang diharapkan 
mampu mengungkit permintaan 
masyarakat kelas menengah; serta 
(e) percepatan program vaksinasi 
tahap kedua untuk menciptakan 
kepercayaan pada masyarakat. 
Selain itu, pemerintah juga 
memberikan fasilitas kepabeanan 
untuk impor alat kesehatan dan 
vaksin di tengah pandemi Covid-19 
untuk mendukung program 
vaksinasi. 

Adapun realisasi pelaksanaan 
program PEN 2021 sampai dengan 
17 Maret 2021 telah mencapai 
Rp76,59 triliun, terdiri dari realisasi 
untuk kesehatan sebesar Rp12,40 
triliun, perlindungan sosial Rp25,97 
triliun, program prioritas sebesar 
Rp1,14 triliun, dukungan UMKM 
dan korporasi Rp29,63 triliun, 
serta insentif dunia usaha sebesar 
Rp7,15 triliun. Dengan adanya 
ekspansi belanja perlindungan 
sosial secara tunai, termasuk PKH, 
insentif kartu Prakerja, Bansos 
tunai, sembako, serta BLT Desa, 
diharapkan konsumsi rumah 
tangga akan terus menguat. 
Selain itu, pengeluaran konsumsi 
Pemerintah ditingkatkan, 
termasuk dalam pemberian 
dukungan untuk UMKM, bantuan 

Gambar 1. Respon Kebijakan Fiskal di Masa Pandemi Covid-19

Sumber: BKF, Kemenkeu.
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iuran JKN, pengadaan alkes 
dan APD. Pemerintah juga 
terus mendoronng investasi 
publik melalui belanja modal 
antara lain untuk membangun 
sarana prasarana kesehatan, 
pembangunan infrastruktur 
melalui padat karya K/L, 
pembangunan food estate, serta 
kawasan strategis.

Selama tahun 2021, kinerja APBN 
diupayakan akan terus dijaga 
dalam koridor ekspansif dan 
konsolidatif. Pemerintah akan 
terus melakukan penguatan di sisi 
perpajakan serta mengupayakan 
akselerasi belanja Pemerintah 
untuk menopang pertumbuhan. 
Percepatan program vaksinasi 
yang mulai berjalan diharapkan 
mampu menekan penularan dan 
mengembalikan kepercayaan 
diri dari masyarakat untuk 
kembali menghidupkan aktivitas 
ekonomi. Di sisi lain, implementasi 
reformasi struktural seperti 
penerbitan aturan turunan UU 
Cipta Kerja dan pembentukan 
Indonesia Investment Authority 
(INA) berpotensi mendorong 
peningkatan ease of doing 
business, penciptaan lapangan 
kerja, dan memperkuat investasi 
pada periode pemulihan 

perekonomian. Melalui penguatan 
PEN, percepatan vaksinasi, serta 
penguatan reform yang dilakukan 
Pemerintah, kondisi perekonomian 
Indonesia diharapkan semakin 
membaik. Sinergi dan peran aktif 
dari semua pihak juga sangat 
dibutuhkan untuk memulihkan 
kondisi Indonesia dari pandemi ini.

Secara umum, dalam penanganan 
Covid-19 dan pemulihan ekonomi, 
Pemerintah tetap konsisten untuk 
memperkuat penanganan Covid-19 
agar dapat diatasi sesegera 
mungkin dan proses recovery 
sosial-ekonomi dapat diakselerasi. 
Respon kebijakan yang ditempuh 
pemerintah di masa pandemi telah 
terstruktur dan sistematis melalui 
pentahapan yang jelas yaitu 
extraordinary policy, reopening 
policy, recovery dan reform 
policy dan dilanjutkan langkah 
konsolidasi fiskal secara bertahap 
untuk keberlanjutan ekonomi 
dan fiskal jangka menengah-
panjang. Dengan demikian langkah 
konsolidasi merupakan satu 
kesatuan kebijakan yang utuh 
dari serangkaian kebijakan dalam 
rangka penanganan Covid-19, 
sehingga melakukan konsolidasi 
merupakan upaya menjaga 
konsistensi kebijakan untuk 
memelihara keberlanjutan fiskal ke 
depan.
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Insentif PNBP untuk 

Mengatasi Dampak Pandemi 

Covid-19

P andemi Covid-19 
yang diumumkan 
WHO tanggal 11 
Maret 2020 telah 
memberikan 

efek domino pada aspek 
kesehatan, sosial, ekonomi, dan 
keuangan. Dampaknya, kegiatan 
perekonomian menurun tajam 
dan memberikan pengaruh 
langsung ke masyarakat. 
Berbagai upaya dilakukan 
Pemerintah untuk mengatasi 
dampak pandemi Covid-19 mulai 
dari penanganan kesehatan, 
pemberian perlindungan sosial, 
hingga dukungan kepada UMKM, 
dunia usaha dan Pemerintah 
Daerah. Salah satu upaya yang 
digulirkan Pemerintah untuk 
mempertahankan sektor riil 
dan dukungan dunia usaha 
serta membantu meringankan 
beban masyarakat, diwujudkan 
melalui pemberian insentif PNBP. 
Kebijakan pemberian insentif 

PNBP ini merupakan bagian dalam 
program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN).

Pengaturan dalam Undang-
undang Nomor 9 tahun 2018 
tentang PNBP, memberi ruang bagi 
pemerintah sebagai instrumen 
kebijakan fiskal untuk mendukung 
program PEN melalui fungsi 
pengaturan (regulerend). Fungsi 
ini diwujudkan dalam bentuk 
relaksasi (insentif) pengaturan 
jenis dan tarif PNBP tertentu. 
Adapun bentuk insentif yang 
digulirkan tahun 2020 meliputi 
pengenaan tarif sampai dengan 
nol Rupiah, pemberian keringanan, 
dan pengaturan jatuh tempo. 

Atas kebijakan pemberian 
pengenaan tarif sampai dengan 
nol Rupiah, ada beberapa 
kondisi tertentu yang menjadi 
pertimbangan. Beberapa kondisi 
yang menjadi pertimbangan 
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pemerintah dalam pemberian 
insentif tersebut antara lain untuk 
penyelenggaraan kegiatan sosial, 
keagamaan, kenegaraan, dan 
penanggulangan bencana atau 
keadaan kahar. Pertimbangan 
lainnya juga diberikan kepada 
masyarakat tidak mampu, 
mahasiswa berprestasi, serta 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM). 

Fasilitas pemberian insentif PNBP 
tarif sampai dengan nol Rupiah 
antara lain berupa pemberian 
dispensasi perpanjangan 
SIM/STNK (Kepolisian RI), 
pembebasan Surat Keterangan 
Jalan (Kementerian Luar 
Negeri), penundaan pembayaran 
kontribusi layanan Pos Universal 
(Kementerian Komunikasi dan 
Informatika), keringanan UKT 
(Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan), pembebasan biaya 
perubahan hal yang tercantum 
dalam sertifikat jaminan fidusia 
(Kemenkum dan HAM), tarif nol 
jasa penerbitan Surat Keterangan 
Asal (Kementerian Perdagangan), 
penggunaan ruang bandar udara 
oleh UMKM, dan biaya wisudawan 
di Kemenparekraf. Kebijakan 
pemberian insentif pengenaan 
tarif sampai dengan nol Rupiah 
periode tahun 2020 yang tercatat 
sampai dengan 25 Februari 2021 
mencapai Rp36,40 miliar. Ada lebih 
dari 15.529 penerima manfaat 
yang telah menerima fasilitas 

pemberian insentif PNBP ini.

Adapun kebijakan pemberian 
keringanan PNBP, diberikan 
kepada Wajib Bayar yang telah 
mengajukan keringanan PNBP 
kepada Instansi Pengelola 
PNBP. Keringanan PNBP 
tersebut berupa penundaan, 
pengangsuran, pengurangan, 
dan/atau pembebasan PNBP. 
Usulan tersebut diajukan dengan 
pertimbangan terdapat kondisi di 
luar kemampuan Wajib Bayar atau 
kondisi kahar, kesulitan likuiditas, 
dan/atau kebijakan Pemerintah. 
Jangka waktu penundaan 
pembayaran PNBP ini berkisar 
antara 2 bulan sampai dengan 
4 bulan. Sedangkan kebijakan 
pengaturan jatuh tempo PNBP 
diberikan kewenangan kepada 
Instansi Pengelola PNBP untuk 
mengatur jatuh tempo baru yang 
lebih meringankan bagi Wajib 
Bayar terdampak Covid-19 (baik 
diminta maupun tidak diminta 
Wajib Bayar). 

Insentif PNBP atas pemberian 
keringanan dan pengaturan 
jatuh tempo periode tahun 2020 
yang tercatat sampai dengan 30 
Desember 2020 telah diberikan 
sebesar Rp161,65 miliar dengan 
jumlah penerima fasilitas 
sebanyak 1.083.854 penerima 
manfaat. Kebijakan penundaan 
pembayaran PNBP tahun 2020 
telah diberikan kepada jasa 
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pelayanan, telekomunikasi, 
transportasi, dan kepolisian. Selain 
penundaan PNBP dimaksud, juga 
terdapat penundaan/penjadwalan 
pembayaran dividen BUMN 
dalam rangka mengurangi beban 
likuiditas badan usaha yang 
sampai saat ini seluruhnya sudah 
dilunasi.

Kebijakan pemberian insentif 
PNBP yang telah dilaksanakan 
tahun 2020 tetap dilanjutkan pada 
tahun 2021. Hingga 15 Maret 2021 
pemberian fasilitas penundaan 
pembayaran PNBP atas layanan 
Kementerian/Lembaga telah 
diberikan sebesar Rp16,42 miliar. 
Adapun fasilitas pemberian tarif 
sampai dengan nol Rupiah telah 
diberikan sebesar Rp123,88 miliar 
yang dinikmati 171.852 penerima 
manfaat.

Dalam rangka mengukur 
efektivitas pemberian insentif 
PNBP ini juga telah dilakukan 
survei Pemanfaatan Layanan 
(Insentif) PNBP pada bulan 
Desember 2020. Hasil survei 
menyatakan para pelaku 
usaha sangat menyambut 
baik kebijakan pemberian 
insentif PNBP tersebut. Salah 
satu hasil survei atas kegiatan 
perpanjangan masa berlaku izin 
pengoperasian Terminal Khusus 
di Kementerian Perhubungan 
menyatakan bahwa para pelaku 
usaha merasakan fasilitas insentif 
PNBP “Bermanfaat” sebanyak 41 
persen dan “Sangat Bermanfaat” 
sebanyak 59 persen (tidak ada 
yang menyatakan ragu-ragu, tidak 
bermanfaat, atau sangat tidak 
bermanfaat).
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Alat Ungkit Itu 

Hanya Sampai 

31 Desember 2021

A da dua kebijakan 
yang disusun 
pemerintah dan 
ditandatangani oleh 
Menteri Keuangan 

dalam waktu yang berdekatan.

Dua kebijakan perpajakan 
itu adalah Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor 20/
PMK.010/2021 tentang Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah 
atas Penyerahan Barang Kena 
Pajak yang Tergolong Mewah 
Berupa Kendaraan Bermotor 
Tertentu yang Ditanggung 
Pemerintah Tahun Anggaran 2021 
yang diteken pada 25 Februari 
2021.

Satunya lagi adalah PMK Nomor 
21/PMK.010/2021 tentang 
Pajak Pertambahan Nilai atas 

Penyerahan Rumah Tapak dan 
Unit Hunian Rumah Susun 
yang Ditanggung Pemerintah 
Tahun Anggaran 2021. PMK ini 
ditandatangani pada 1 Maret 2021.

Kesamaan dua beleid ini 
adalah maksudnya yang ingin 
mendongkrak konsumsi rumah 
tangga kelas menengah di 
tahun pandemi. Daya beli kelas 
menengah Indonesia ini relatif 
tidak terdampak oleh Covid-19, 
tetapi tingkat konsumsinya 
menurun. Tingkat konsumsi 
mereka anjlok karena adanya 
pembatasan mobilitas. Ini 
ditengarai oleh kenaikan tingkat 
tabungan di perbankan sampai 11 
persen pada Desember 2020.

Dua peraturan ini menjadi alat 
untuk mengungkit pertumbuhan 
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ekonomi dan telah masuk ke 
dalam paket program Pemulihan 
Ekonomi Nasional tahun 2021 
senilai Rp699,43 triliun.

PPnBM Ditanggung Pemerintah

Terkhusus untuk kebijakan insentif 
Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (PPnBM) Ditanggung 
Pemerintah (DTP) ini tidak semua 
mobil diberikan fasilitas pajak. 
Hanya kendaraan bermotor 
dengan kriteria tertentu saja yang 
mendapatkan insentif PPnBM DTP. 
PMK itu menegaskan sebagai 
berikut. 

Pertama, kendaraan bermotor 
sedan atau station wagon dengan 
motor bakar cetus api atau nyala 
kompresi (diesel atau semi diesel) 
dengan kapasitas isi silinder di 
bawah atau sama dengan 1.500 
cc.

Kedua, kendaraan bermotor 
untuk pengangkutan kurang dari 
10 orang termasuk pengemudi 
selain sedan atau station wagon, 
dengan motor bakar cetus api atau 
nyala kompresi (diesel atau semi 
diesel) dengan sistem satu gardan 
penggerak (4x2) dengan kapasitas 
isi silinder di bawah atau sama 
dengan 1.500 cc.

Ketiga, memenuhi ketentuan 
jumlah Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) minimal 70 persen.

Dari kriteria-kriteria tersebut 
ada 21 tipe kendaraan bermotor 
dengan semua variannya yang 
dapat memperoleh PPnBM DTP di 
tahun anggaran 2021.

Alat Ungkit

Adanya insentif pajak yang mulai 
diberikan pada 1 Maret 2021 ini 
diyakini akan mampu mengungkit 
kembali penjualan kendaraan 
mobil penumpang yang di masa 
pandemi mengalami penurunan 
cukup tajam. 

Di masa sebelum pandemi industri 
otomotif dan pendukungnya 
sangat signifikan menggerakkan 
roda perekonomian. Hal ini karena 
industri otomotif adalah industri 
yang padat karya, memiliki 1,5 juta 
orang pekerja langsung dan 4,5 
juta tenaga kerja tidak langsung. 
Terdapat kurang lebih 7.451 
pabrik yang menghasilkan produk 
input untuk industri otomotif. 
Industri pendukung otomotif juga 
menyumbang Rp700 triliun pada 
Produk Domestik Bruto (PDB) 
Indonesia tahun 2019. 

Karena kontribusi industri 
otomotif dan pendukungnya yang 
sangat signifikan dalam PDB, 
banyak negara telah berusaha 
menyelamatkan sektor tersebut 
dari keterpurukan di masa 
pandemi dengan memberikan 
insentif seperti Thailand, Malaysia, 
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No Tipe Varian Nama Perusahaan

1. Toyota Yaris

2. Toyota Vios

3. Toyota Sienta

4. Toyota Avanza

5. Daihatsu Xenia

6. Daihatsu Grand Max Minibus

7. Daihatsu Luxio

8. Daihatsu Terios

9. Toyota Rush

10. Toyota Raize

11. Daihatsu Rocky PT Astra Daihatsu Motor

12. Mitsubishi Xpander

13. Mitsubishi Xpander Cross

14. Nissan Livina

15. Honda Brio RS

16. Honda Mobilio

17. Honda BRV

18. Honda HRV

19. Suzuki New Ertiga

20. Suzuki XL 7

21. Wuling Confero PT SGMW Motor Indonesia

Semua Varian

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia

PT Astra Daihatsu Motor

Semua Varian

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha 
Indonesia (MMKI)

PT Honda Prospect Motor

PT Suzuki Motor Indonesia

dan Vietnam. Indonesia tidak 
ketinggalan.

Tentu dengan adanya insentif 
PPnBM DTP ini akan menurunkan 
harga jual kendaraan bermotor di 
Indonesia. Mengapa demikian? 
Sebabnya begini.

Mobil termasuk ke dalam 
kategori barang mewah. Tarif 

pengenaannya bermacam-macam 
mulai dari tarif terendah 10 persen. 
Produsen mobil akan memungut 
PPnBM dari dealer utama sebagai 
pembeli. Pemungutannya hanya 
sekali itu saja. Produsen mobil 
kemudian mengeluarkan faktur 
pajak. 

Dealer utama akan menjadikan 
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PPnBM sebagai komponen 
yang menambah harga jual 
kepada rantai distribusi 
berikutnya. Ujungnya berimbas 
kepada konsumen mobil yang 
mendapatkan harga jual jauh lebih 
tinggi. Adanya insentif PPnBM 
DTP ini akan menghilangkan 
PPnBM dari penghitungan 
komponen harga jual mobil kepada 
konsumen mobil. Konsumen akan 
mendapatkan harga mobil yang 
jauh lebih rendah daripada harga 
sebelum adanya insentif pajak.

Tarif Insentif PPnBM DTP

Terkait insentif PPnBM DTP 
ini produsen mobil tidak akan 
selamanya mendapatkan fasilitas 
itu. Pemerintah hanya akan 
memberikan insentif PPnBM 
DTP ini di tahun anggaran 2021 
saja, artinya hanya sampai 31 
Desember 2021. Itu pun dengan 
perbedaan tarif yang cukup 
signifikan. Buat mereka yang 
menunda konsumsi membeli 
mobilnya akan mendapatkan 
fasilitas insentif pajak yang 
semakin berkurang daripada 
pembelian mobil di awal waktu 
pemberian insentif.

Besarnya PPnBM DTP adalah 
sebagai berikut.

100 persen dari PPnBM yang 
terutang atas penyerahan 
kendaraan bermotor yang  

memenuhi ketentuan untuk Masa 
Pajak  Maret s.d. Mei 2021;  

50 persen dari PPnBM yang 
terutang atas penyerahan 
kendaraan bermotor yang  
memenuhi ketentuan untuk Masa 
Pajak Juni s.d. Agustus 2021; 

25  persen dari PPnBM yang 
terutang atas penyerahan 
kendaraan bermotor yang 
memenuhi ketentuan untuk Masa 
Pajak September s.d. Desember 
2021.

Pembatasan pemberian dan 
perbedaan tarif insentif pajak 
ini tentunya dilatarbelakangi 
rasa optimisme pada 2022 
mendatang dengan geliat ekonomi 
sudah berjalan dengan normal, 
ditambah program vaksinasi 
yang sudah dijalankan pada 
2021 ini akan meningkatkan 
mobilitas masyarakat. Sekaligus 
mengembalikan pengenaan 
PPnBM kepada salah satu 
tujuannya yakni mengamankan 
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penerimaan negara. Sebagaimana 
diketahui, penerimaan PPnBM 
pada 2020 sampai turun 45,69 
persen dari tahun sebelumnya 
karena pandemi.

*termasuk di dalamnya PPnBM 
Impor

PPnBM Ditagih Kembali

Dengan adanya insentif PPnBM 
DTP ini, produsen mobil punya 
kewajiban yang melekat. Produsen 
mobil sebagai Pengusaha Kena 
Pajak yang menghasilkan dan 
melakukan penyerahan Barang 
Kena Pajak yang tergolong mewah 
berupa kendaraan bermotor yang 
PPnBM terutangnya ditanggung 
oleh pemerintah wajib membuat 
faktur pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Selain itu produsen wajib 
membuat laporan realisasi PPnBM 
DTP. Bentuk laporan ini berupa 
faktur pajak yang dilaporkan 
dalam Surat Pemberitahuan Masa 

PPN. 

Jika produsen mobil tidak 
membuat dua hal tersebut maka 
Kementerian Keuangan dalam 
hal ini Direktorat Jenderal Pajak 
melalui Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak dapat menagih PPnBM 
kepada produsen mobil.

Penagihan kembali PPNBM tidak 
soal itu saja. Ada hal-hal lainnya 
seperti Barang Kena Pajak yang 
tergolong mewah yang diserahkan 
tidak memenuhi persyaratan. 
Misalnya produsen mobil yang 
tidak memungut PPnBM atas 
penyerahan mobil dengan 
kapasitas isi silinder di atas 1500 
cc. 

Kemudian, PPnBM akan ditagih 
kembali jika produsen mobil 
tidak memenuhi ketentuan 
pemberian tarif PPnBM DTP. 
Misalnya, produsen mobil masih 
memberikan tarif insentif PPnBM 
DTP sebesar 100% pada Oktober 
2021.
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S aat ini, total pengguna 
aplikasi pelaporan 
elektronik DJP yang 
terdiri dari e-Filing dan 
e-Form sudah 12 juta 

wajib pajak. Dari angka tersebut, 
dua jutanya menggunakan e-Form 
dan sepuluh jutanya menggunakan 
e-Filing.

Aplikasi e-Filing memudahkan 
wajib pajak terutama yang 
berstatus karyawan dan sudah 
mendapatkan bukti potong dari 
tempat bekerja. Namun, untuk 
wajib pajak nonkaryawan yang 
menggunakan formulir 1770, 
e-Filing masih mensyaratkan 
wajib pajak untuk mengunggah 
file dalam format .csv 
(comma separated values). 
File ini dihasilkan dari proses 
memasukkan data ke aplikasi 
e-SPT PPh Orang Pribadi.

Tidak semua wajib pajak 
nonkaryawan menguasai 
penggunaan aplikasi e-SPT ini, 
sehingga menimbulkan kendala. 
Oleh sebab itu, aplikasi e-Form 
hadir untuk menjadi solusi. Wajib 

pajak cukup mengunduh formulir dengan format.
xfdl (extensible forms description language) dan 
memasang aplikasi viewer agar formulir dapat 
terbaca dan diisi oleh pengguna.

Keunggulan lainnya adalah aplikasi e-Form dapat diisi 
dalam kondisi luring (offline) sehingga menghemat 
pemakaian data internet pengguna. Wajib pajak hanya 
perlu tersambung dengan internet pada saat submit 
ke dalam sistem djponline.

Wajib pajak juga dapat mengisi data pada aplikasi 
dalam beberapa kali pengisian tanpa khawatir data 
yang telah diisikan hilang karena sesi mengakses 
laman habis. Karena aplikasi e-Form tidak berbasis 
web, data yang telah dimasukkan dan disimpan akan 
aman dan dapat diedit atau dilengkapi kapan pun 
diinginkan.

Dengan berbagai keunggulan ini, tak heran bila 
pengguna aplikasi e-Form terus mengalami 
peningkatan sejak diperkenalkan di tahun 2016. 
Ada dua formulir yang diakomodasi oleh aplikasi 
itu yaitu 1770 dan 1770S.Kemudian, di tahun 2018 
ditambahkan fitur baru untuk pengguna wajib pajak 
badan menggunakan formulir 1771. Hal ini adalah 
kabar gembira bagi wajib pajak badan terutama yang 
berstatus sebagai UMKM sebab tidak banyak kolom 
yang perlu diisi.

Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan 
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aplikasi e-Form ini yaitu hanya 
berjalan di sistem Windows dan 
tidak bisa berjalan di sistem 
operasi lainnya. Selain itu, tidak 
terdapat fitur impor data sehingga 
pengguna harus memasukkan 
data satu per satu secara manual. 
Hal ini tentu menyulitkan wajib 
pajak dengan jumlah data yang 
banyak.

Kekurangan lainnya adalah tidak 
terdapat validasi NTPN (Nomor 
Transaksi Penerimaan Negara) 
dan nomor Bukti Pemindahbukuan 
(Pbk) saat submit SPT sehingga 
menimbulkan risiko dalam 
pengawasan pembayaran pajak.

Untuk mengatasi hal ini, DJP 
meluncurkan fitur baru yaitu 
e-Form PDF yang memiliki 

beberapa kelebihan dibanding 
aplikasi e-Form sebelumnya. 
Formulir diunduh dalam format 
.pdf (portable document format) 
yang telah dikenal banyak 
pengguna komputer. Sistem ini 
dapat berjalan bukan hanya di 
sistem operasi Windows tetapi 
juga Mac.

Tambahan fitur lain yang belum 
ada di aplikasi sebelumnya yaitu 
pengiriman token atau kode 
verifikasi yang bukan hanya 
dikirimkan via email namun 
juga melalui SMS OTP (one time 
password). Aplikasi ini juga sudah 
menambahkan menu validasi 
NTPN dan nomor Bukti Pbk saat 
akan melakukan submit apabila 
status SPT wajib pajak kurang 
bayar.
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Impor Data dan Prepopulated

Kelebihan lain dari aplikasi ini 
dibandingkan pendahulunya 
yaitu adanya menu impor data 
berbentuk file csv. Menu ini 
muncul karena hasil evaluasi 
menunjukkan bahwa wajib pajak 
yang mempunyai banyak data 
merasa kewalahan memasukkan 
data secara manual ke dalam 
tabel.

Terdapat fitur impor yang berbeda-
beda untuk tiap jenis formulir 
SPT Tahunan. Untuk wajib pajak 
orang pribadi nonkaryawan yang 
menggunakan jenis formulir 1770, 
menu impor data ada pada Daftar 
Pemotongan/Pemungutan oleh 
Pihak Lain (Lampiran II Bagian 
A), lampiran Surat Setoran Pajak 
(SSP) pada halaman submit, 
lampiran Daftar Harta (Lampiran 
IV), lampiran Daftar Utang 
(Lampiran IV), serta lampiran 
rekapitulasi peredaran bruto dan 
nilai PPh Final PP 23 Tahun 2018 
(PPh Final UMKM).

Untuk wajib pajak orang pribadi 
karyawan yang menggunakan jenis 
formulir 1770 S, menu impor data 
ada pada Daftar Pemotongan/
Pemungutan oleh Pihak Lain 
(Lampiran I Bagian C), lampiran 
SSP pada halaman submit, 
lampiran Daftar Harta (Lampiran 
II), serta lampiran Daftar Utang 
(Lampiran II).

Untuk wajib pajak badan yang 
menggunakan jenis formulir 1771, 
menu impor data ada pada Kredit 
Pajak Dalam Negeri (Lampiran III), 
Daftar Penyusutan Amortisasi Fiskal 
(Lampiran Khusus 1A), Kredit Pajak 
Luar Negeri (Lampiran Khusus 7A), 
Daftar Cabang Utama Perusahaan 
(Lampiran Khusus 5A), serta lampiran 
SSP pada halaman submit.

Selain menu impor data, ada satu 
lagi inovasi yang memudahkan wajib 
pajak yaitu prepopulated data. Ketika 
wajib pajak hendak mengisi data bukti 
pemotongan pajak atau pembayaran, 
sistem akan menyediakan data 
yang berasal dari basis data DJP. 
Data tersebut meliputi data bukti 
pemotongan PPh Pasal 21 (baik 
dari 1721 A1/A2, PPh Pasal 21 Final 
maupun nonfinal), PPh Pasal 22, 
PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), 
pembayaran angsuran PPh Pasal 25, 
atau pembayaran/pemotongan PPh 
Final PP 23 Tahun 2018.

Dengan semua kemudahan ini, maka 
aplikasi e-Form PDF sudah selayaknya 
menjadi pilihan wajib pajak dalam 
pelaporan elektronik. Dengan inovasi 
terus-menerus di bidang teknologi 
dan informasi sebagai salah satu pilar 
Reformasi Perpajakan, meningkatkan 
kualitas layanan digital DJP dan 
mendongkrak kepatuhan wajib pajak 
akan segera terwujud.
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Dalam Satu Hari Bea Cukai 

Lepas Ekspor Perdana Dua 

Komoditas

T ujuan program 
pemulihan ekonomi 
nasional (PEN), 
yang diatur melalui 
Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2020, adalah 
melindungi, mempertahankan, 
dan meningkatkan kemampuan 
ekonomi para pelaku usaha dalam 
menjalankan usahanya. Selaras 
dengan hal itu, Bea Cukai tak henti 
mengasistensi para pelaku usaha, 
khususnya usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) untuk dapat 
mempersiapkan diri mengekspor 
produknya.

Menggalakkan ekspor produk 
UMKM demi mendorong kinerja 
ekspor nasional, diyakini Bea Cukai 
sebagai cara untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi yang 
pada akhirnya dapat memulihkan 
ekonomi bangsa, khususnya 
dalam situasi pandemi Covid-19. 
Dalam satu hari, tepatnya pada 

tanggal 17 Maret 2021 lalu, Bea 
Cukai melaksanakan ekspor 
perdana dua komoditas berbeda, 
yaitu kepiting dan hasil tembakau. 

Di Balikpapan, sebagai wujud 
sinergi antara Bea Cukai, pihak 
BUMN, dan pelaku usaha dalam 
upaya PEN, dilaksanakan ekspor 
perdana 237 kemasan kepiting 
seberat 7 ton ke Tiongkok. Ekspor 
yang dilaksanakan melalui dua 
kali penerbangan reguler dengan 
pesawat Garuda GA567 dan 
GA575, dilaksanakan melalui kargo 
bandara Sultan Aji Muhammad 
Sulaiman Balikpapan dengan nilai 
FOB USD 9/kg.

Kegiatan ekspor ini merupakan 
aksi nyata yang memberikan nilai 
tambah dan efek multiplier bagi 
perekonomian, terutama bagi Kota 
Balikpapan/Provinsi Kalimantan 
Timur (Kaltim). Sebelum adanya 
kegiatan ekspor kepiting secara 
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langsung ini, sebagian pelaku 
usaha melakukan jual beli secara 
lokal ke daerah lain, ataupun 
melakukan indirect ekspor dengan 
dokumen ekspor yang dibuat di 
Jakarta. Jalur ekspor berperan 
penting untuk menguatkan 
keberadaan Kaltim. Mengingat 
selama ini banyak kegiatan usaha 
walaupun beroperasi di Kaltim 
justru nilai tambahnya untuk luar 
daerah.

Upaya merealisasikan ekspor 
perdana ini, dilaksanakan 
bersama-sama oleh BKIPM, Bea 
Cukai Balikpapan, Kanwil Bea 
Cukai Kalbagtim, Pemerintah 
Daerah (Pemda), dan Angkasa 
Pura. Pemda terus berupaya 
mendorong peningkatan nilai 
tambah bidang perikanan dengan 
dilakukan ekspor secara langsung. 
Hal ini disambut oleh Bea Cukai 
dengan melaksanakan asistensi 
administrasi dokumen ekspor, 
pendampingan dari BKIPM atas 
rangkaian proses administrasi 
dan teknis, dukungan dari 
maskapai (Garuda) atas kepastian 
pengangkutan tanpa adanya 
offload/batal angkut, dan fasilitas 
dari PT Angkasa Pura dalam 
proses eksportasi, termasuk 
percepatan dalam proses 
penimbangan.

Adanya direct flight, diharapkan 
ekspor kepiting dapat 
dilaksanakan secara konsisten 

dengan volume yang terus bertambah. Selain itu, jalur 
ekspor yang telah dibuka di bandara SAMS Balikpapan 
bisa dimanfaatkan daerah lain, baik Kaltim, Kaltara, 
dan Sulbar bisa ekspor dari Balikpapan sebagai pintu 
ekspornya.

Di hari yang sama, Bea Cukai Mdiun juga melepas 
ekspor perdana hasil tembakau berupa 15.000 
bungkus rokok berjenis sigaret putih mesin(SPM) 
milik PT Karya Sukses Mandiri (KSM). Asistensi 
ekspor yang terus dilakukan Bea Cukai Madiun 
kepada para pelaku industri, tak terkecuali industri 
hasil tembakau, berbuah hasil dengan terlaksananya 
ekspor sejumlah 3.000.000 batang yang dikemas 
dalam 300 karton. Ini adalah ekspor perdana yang 
dilakukan oleh PT KSM Ponorogo, sekaligus ekspor 
perdana hasil tembakau di tahun 2021 ini.

Paska ekspor perdana PT KSM, diharapkan semakin 
banyak calon eksportir yang memanfaatkan berbagai 
fasilitas ekspor, termasuk melakukan konsultasi 
dengan Bea Cukai Madiun mengenai berbagai hal 
tentang ekspor.

Asistensi dan konsultasi demi terwujudnya 
eskpor perdana, seperti yang dilaksanakan Bea 
Cukai Balikpapan dan Bea Cukai Madiun, juga 
dilaksanakan oleh Bea Cukai Ambon. Bekerja sama 
dengan Badan Karantina Pertanian dan Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan, Bea Cukai Ambon 
tengah mempersiapkan CV Mainusu untuk dapat 
melaksanakan ekspor perdana komoditas pala 
langsung dari Maluku.

Maluku sebagai daerah kepulauan, yang memiliki luas 
wilayah 714.480 Km2, dan 92,4 persen merupakan 
lautan memiliki komoditas ekspor produk perikanan 
dan kelautan. Namun, selain itu, ada juga hasil alam 
yang sudah dikenal sejak masa penjajahan dahulu, 
yaitu pala. Saat ini, pala menjadi primadona ekspor 
dari Maluku.



Perkuat Digitalisasi Keuangan 

Indonesia melalui Kerja Sama 

dengan Pemerintah Jerman 

dan ADB

P andemi Covid-19 
yang memasuki 
Indonesia sejak awal 
Maret tahun lalu 
telah memberikan 

dampak luar biasa terhadap 
kehidupan masyarakat di semua 
sektor. Salah satu di antaranya 
adalah adanya proses digitalisasi 
yang terjadi secara cepat 
termasuk di bidang ekonomi dan 
keuangan. Dalam merespon hal 
tersebut, Bank Indonesia sebagai 
otoritas sistem pembayaran di 
Indonesia telah memberikan 
solusi integratif melalui Blueprint 
Sistem Pembayaran Indonesia 
(BSPI) 2025, bersinergi dengan 
beberapa kementerian, seperti 
Kemenkeu, Kemkominfo, Kemenko 
Perekonomian, dan Kemendagri. 
BSPI 2025 mencakup tiga 
esensi kebijakan, antara lain 
restrukturisasi industri sistem 

pembayaran di era digital, 
pembangunan infrastruktur sistem 
pembayaran yang interoperable 
dan interconnected, serta 
membuat data menjadi public 
goods.

Implementasi digitalisasi ekonomi 
dan keuangan digital telah masuk 
hampir ke seluruh sendi kehidupan 
masyarakat Indonesia. Salah satu 
inisiatif yang telah diluncurkan  
adalah pembangunan kanal 
pembayaran “Quick Response 
Indonesian Standard” (QRIS) 
yang berfungsi untuk mendorong 
digitalisasi UMKM, digitalisasi 
ekonomi keuangan syariah, dan 
digitalisasi ekonomi sosial syariah 
agar memudahkan masyarakat 
untuk dapat bertransaksi maupun 
berdonasi secara aman, cepat, 
dan efisien terutama di tengah 
pandemi Covid-19. 
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Melihat perkembangan digitalisasi 
keuangan Indonesia yang 
cukup menjanjikan, Pemerintah 
Jerman melalui KfW memberikan 
dukungan kerja sama melalui 
“Promoting Innovative Finansial 
Inclusion Program” (PIFIP) 
sebesar EUR200 juta. Pinjaman 
ini bertujuan untuk meningkatkan 
akses ke layanan keuangan untuk 
perusahaan Indonesia, individu 
dan daerah pedesaan, salah 
satunya melalui pengenalan 
sistem identifikasi elektronik 
(e-KYC) untuk membuka rekening 
bank, transfer elektronik dan 
penilaian kelayakan kredit, 
pencegahan pencucian uang, dan 
perlindungan konsumen.

Selain itu, dukungan untuk 
digitalisasi keuangan Indonesia 
juga diharapkan dapat 
menciptakan peluang bagi UMKM 
untuk mengakses kredit dengan 
lebih mudah sehingga efek jangka 
panjangnya dapat menciptakan 
lapangan kerja dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Menurut 
data BPS, UMKM merupakan 
tulang punggung perekonomian 
Indonesia yang mampu menyerak 
sekitar 97 persen tenaga kerja, 

sementara korporasi hanya 
mampu menyerap 3 persen 
sisanya. Penyiapan infrastruktur 
bagi UMKM ini diharapkan dapat 
mendukung berkembangnya 
UMKM ke arah yang lebih digital 
sehingga UMKM dapat bertahan di 
masa pandemi serta dapat segera 
mengalami perbaikan pesat 
setelah pandemi berakhir. 

Selanjutnya, Pemerintah juga 
berencana untuk mendirikan 
laboratorium inovasi yang 
dimaksudkan untuk menciptakan 
insentif bagi para fintech, 
universitas, dan sebagainya 
dalam rangka pengembangan 
solusi inovatif melalui kompetisi 
berskala nasional. Tak hanya 
KfW, dukungan kerja sama juga 
diberikan oleh ADB dalam program 
yang sama pada tahap pertama 
dengan dukungan sekitar USD500 
juta. Ke depannya, diharapkan 
kerja sama ini dapat memberikan 
dampak yang signifikan terutama 
dalam perkembangan inklusi 
keuangan dan penanganan 
dampak Pandemi Covid-19 di 
Indonesia.
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Pendapatan Negara

Pajak Pertambahan 
Nilai Masuk Zona 
Positif, Kinerja 
Penerimaan Membaik



45

Edisi Maret 2021

PenerimaanPenerimaan
PajakPajak

S ampai dengan akhir 
Februari, penerimaan 
pajak tahun 2021 
telah terkumpul 
sebesar Rp146,13 

triliun, atau 11,88 persen dari 
target 2021 yang ditetapkan 
sebesar Rp1.229,58 triliun (lihat 
Tabel 1). Kinerja penerimaan 
melanjutkan tren membaik, 
dengan pertumbuhan berada pada 
level -4,84 persen (yoy). Kinerja 
ini membaik dibandingkan kinerja 
bulan Januari yang berada pada 
level -15,32 persen (yoy), kinerja 
Triwulan IV 2020 yang berada 
pada level -25,71 persen (yoy) 
dan kinerja tahun 2020 yang 
berada pada level -19,71 persen 
(yoy). Secara kumulatif, kinerja 
penerimaan sampai dengan 
Februari 2021 merupakan yang 
tertinggi sejak bulan April 2020 
(-2,47 persen (yoy)). Secara 
umum, kinerja penerimaan di 

awal tahun 2021 ini tampak terus 
mempertahankan momentum 
tren pemulihan (recovery) sejak 
Semester II 2020 (lihat Grafik 1).

Membaiknya kinerja penerimaan 
tidak lepas dari kinerja PPN & 
PPnBM, yang mampu tumbuh 
positif 5,24 persen (yoy). Terakhir 
kalinya PPN & PPnBM mampu 
mencatatkan pertumbuhan 
penerimaan positif adalah sampai 
dengan April 2020, yakni 2,47 
persen (yoy). PPN & PPnBM 
berkontribusi 40,46 persen 
terhadap total penerimaan pajak, 
dengan kontribusi terbesar masih 
berasal dari PPh Non Migas (54,85 
persen). 

Bila kita lihat lebih dalam, 
beberapa jenis pajak utama 
mampu tumbuh positif , meskipun 
beberapa lainnya, terutama jenis 
pajak yang dipengaruhi oleh 
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Tabel 1 - Realisasi Penerimaan Pajak Sampai Dengan Februari 2021 (dalam triliun Rupiah)

Grafik 1 – Pertumbuhan Bulanan Penerimaan Pajak (yoy) Menunjukkan Tren Recovery
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insentif, masih tertekan (lihat Tabel 
2). PPN Dalam Negeri menjadi 
kontributor utama membaiknya 
penerimaan, tumbuh 8,14 persen 
(yoy). Hal ini menjadi indikasi 
semakin membaiknya konsumsi 
barang dan jasa kena pajak di 
tengah masyarakat. Pertumbuhan 
ini juga dipengaruhi oleh kenaikan 
PPN atas hasil olahan tembakau 
yang disebabkan kenaikan pita 
cukai rokok terhitung mulai 1 
Februari 2021, dan menurunnya 
restitusi (pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak).

PPh Pasal 26 mencatatkan 
pertumbuhan tertinggi diantara 
jenis-jenis pajak utama yakni 
19,47 persen (yoy). Pertumbuhan 
yang cukup tinggi ini disebabkan 
meningkatnya penerimaan 
pajak atas pembayaran dividen, 
menurunnya restitusi, serta 
kenaikan pembayaran atas 
Ketetapan Pajak. Kenaikan 
pembayaran atas Ketetapan 
Pajak juga menjadi faktor yang 
mendorong PPh Final mampu 
tumbuh positif 4,48 persen 
(yoy). PPN Impor mencatatkan 
pertumbuhan positif 1,14 
persen (yoy), seiring dengan 
meningkatnya impor Indonesia. 
Dibandingkan periode yang sama 

tahun lalu, nilai impor Januari 
– Februari 2021 mengalami 
peningkatan USD777,2 juta, 
atau tumbuh 3,01 persen(yoy). 
Namun demikian, kinerja positif 
ini tidak diikuti oleh PPh Pasal 22 
Impor, yang masih berada pada 
level -22,14 persen (yoy), seiring 
diperpanjangnya pemberian 
insentif pembebasan PPh Pasal 22 
Impor.

PPh Pasal 21 juga masih tertekan 
di level -5,80 persen (yoy), akibat 
pemanfaatan insentif perpajakan 
dan belum pulihnya serapan 
tenaga kerja. Sementara kinerja 
PPh Badan pada level -39,54 
persen (yoy) merefleksikan 
dampak gabungan perlambatan 
ekonomi, insentif pengurangan 
Angsuran PPh 25 sebesar 50 
persen, dan penurunan tarif PPh 
Badan dari 25 persen menjadi 22 
persen.

Bila kita lihat lebih dalam kinerja 
penerimaan masing-masing 
sektor usaha (lihat Grafik 2), 
Industri Pengolahan menjadi 
kontributor utama membaiknya 
penerimaan pajak sampai dengan 
bulan Februari, tumbuh positif 
3,32 persen (yoy). Hal ini sejalan 
dengan indeks manufaktur (PMI) 
yang terus berada di atas angka 
50 sejak bulan November 2020, 
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Grafik 2 – Kinerja Penerimaan Sektor-Sektor Utama

Tabel 2 - Realisasi dan Kinerja Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama
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mengisyaratkan pemulihan 
aktivitas manufaktur. Ditambah 
lagi, kenaikan cukai rokok per 
Februari 2020 mengakibatkan 
percepatan pembayaran PPN 
Dalam Negeri subsektor Industri 
Tembakau. Sementara di saat 
yang sama, nilai restitusi juga 
mengalami penurunan. 

Sektor Informasi & Komunikasi 
tumbuh positif 2,72 persen (yoy), 
seiring meningkatnya kebutuhan 
masyarakat akan teknologi dan 
layanan informasi di era new 
normal dan work from home. 
Kinerja sektor mengalami 
perlambatan pada bulan Februari 
ini disebabkan adanya Ketetapan 
Pajak pada tahun 2020 yang tidak 
berulang tahun ini. Sektor lain yang 
juga tumbuh positif adalah sektor 
Pertambangan yakni 0,54 persen 
(yoy). Kinerjanya di bulan Februari 
juga melambat akibat penurunan 
pembayaran dividen dan aktivitas 
impor sektoral.

Sektor-sektor lainnya, meskipun 
masih belum memasuki zona 
positf, mencatatkan perbaikan di 
bulan Februari, yang utamanya 
didorong makin pulihnya aktivitas 
ekonomi dan menurunnya 

restitusi. Sektor Perdagangan 
misalnya, meski secara kumulatif 
masih berada pada level -5,06 
persen (yoy), penerimaan 
bulan Februari menunjukkan 
pertumbuhan positif 7,18 persen 
(yoy). Hal ini juga terlihat pada 
sektor Jasa Keuangan & Asuransi 
(dari -20,79 persen (yoy) pada 
bulan Januari menjadi tumbuh 
positif 1,08 persen (yoy) di bulan 
Februari), Konstruksi & Real Estat 
(-33,02 persen (yoy) menjadi 
-10,21 persen (yoy)), Transportasi 
& Pergudangan (-10,81 persen 
(yoy) menjadi -6,73 persen (yoy)) 
dan Jasa Perusahaan (-18,52 
persen (yoy) menjadi -9,16 persen 
(yoy)).

.
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Pendapatan NegaraPendapatan Negara

Neraca Perdagangan 
Indonesia bulan Februari 
2021 surplus sebesar 
USD2,00 miliar atau 
USD3,96 miliar sepanjang 
periode Januari dan 
Februari 2021. Surplus 
periode ini tercatat sebagai 
surplus terbesar bila 
dibandingkan periode 
yang sama dalam 5 tahun 
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N eraca Perdagangan 
(NP) Indonesia 
bulan Februari 2021 
kembali tercatat 
surplus USD2,00 

miliar, sekaligus menjadikan 
NP surplus dalam 3 kuartal 
berturut-turut sejak bulan Mei 
2020. Surplus bulan Februari 
didorong tingginya surplus neraca 
nonmigas, sedangkan defisit 
neraca migas relatif rendah. NP di 
bulan Februari ini mencatat rekor 
baru sebagai NP yang surplus 
terbesar pada awal tahun dalam 5 
tahun terakhir. NP Februari 2021 
yang surplus kali ini didorong 
surplus nonmigas, karena 
peningkatan ekspor batubara, 
besi dan baja, kendaraan dan 
bagiannya, dengan surplus counter 
partner terbesar kepada Amerika 
Serikat (USD1,28 M), Filipina (USD 
450 Juta) dan India (USD 341 
juta).

Kinerja ekspor bulan Februari 

2021 jika dibandingkan dengan 
ekspor pada bulan Februari 2020 
mencatat pertumbuhan yang 
positif sebesar 8,56 persen (yoy) 
atau turun tipis negatif 0,19 persen 
(mtm). Faktor masih tingginya 
harga CPO menjadi penyumbang 
utama pertumbuhan ekspor kali 
ini, ditambah peningkatan ekspor 
besi dan baja dasar dengan negara 
tujuan Tiongkok dan Pakistan 
serta minyak goreng kelapa sawit 
ke Tiongkok dan Pakistan, turut 
menjadi pengungkit total devisa 
ekspor.  

Perbaikan kinerja ekspor 
dibandingkan periode yang sama 
pada tahun sebelumnya juga 
diikuti oleh kinerja dari impor 
untuk periode yang sama, dimana 
impor tercatat tumbuh sebesar 
14,86 persen (yoy). Kontributor 
utama pertumbuhan impor 
bulan ini jika dilihat berdasarkan 
perpenggunaannya, hampir 
tumbuh disemua lini. Hal ini 

Kepabeanan dan CukaiKepabeanan dan Cukai
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Realisasi penerimaan Kepabeanan dan cukai
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menjadi indikasi positif atas geliat 
ekonomi dalam negeri.

Kenaikan harga tembaga, CPO dan 
batubara di pasar global menjadi 
salah satu faktor pendorong 
naiknya devisa ekspor Indonesia. 
Batubara misalnya, kenaikan harga 
dipengaruhi peningkatan konsumsi 
di Eropa yang memasuki musim 
dingin. Kenaikan harga CPO di 
pasar global yang dipengaruhi 
produksi CPO Malaysia bulan 
November yang anjlok, dan harga 
soybean oil yang naik juga turut 
menjadi faktor naiknya devisa 
ekspor.

Dampak pertumbuhan ekspor dan 
impor tercermin pada realisasi 
penerimaan kepabeanan dan 
cukai khususnya pada Bea 
Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK). 
Hingga tanggal 28 Februari 2021, 
realisasi penerimaan mencapai 
Rp35,62 triliun atau 16,57 persen 
dari target APBN tahun 2021. 
Capaian tersebut didorong kinerja 
penerimaan cukai yang tumbuh 
48,30 persen (yoy), dan kinerja 
penerimaan BK yang tumbuh 
signifikan hingga 380,42 persen 
(yoy). 

Realisasi atas penerimaan pajak 
dalam rangka impor (PDRI) 
lainnya, yang pemungutannya 
dilakukan oleh DJBC per 28 
Februari 2021 mencapai Rp30,50 
triliun atau melambat 5,14 
persen bila dibandingkan dengan 

penerimaan PDRI tahun 2020. 
Kondisi itu menunjukkan adanya 
tren perbaikan walau masih 
berada di zona negatif. Alhasil, 
total penerimaan negara yang 
telah dikumpulkan oleh DJBC per 
28 Februari adalah Rp66,11 triliun 
atau tumbuh sebesar 15,56 persen 
(yoy).

Berdasarkan komponen 
penerimaan yang terdiri dari BM, 
BK dan Cukai, pada awal tahun 
2021 masih dipengaruhi oleh 
kondisi eksternal dan internal. Hal 
ini disebabkan faktor eksternal 
yang belum pulih, lesunya 
perdagangan global, hingga 
meluasnya efek pandemi virus 
corona. 

Faktor internal, seperti kebijakan 
pembatasan ekspor Nikel yang 
diterapkan sejak akhir tahun 
2019 cukup memberi tekanan 
penerimaan BK, namun masih 
tingginya harga patokan ekspor 
atas CPO mendorong pendapatan 
BK. Faktor lain seperti mulai 
pulihnya PMI manufaktur domestik 
maupun global, serta penyesuaian 
tarif cukai yang efektif dibulan 
Februari turut memengaruhi 
penerimaan.

Penerimaan BM hingga akhir 
Februari 2021 sebesar Rp4,97 
triliun atau 14,99 persen dari 
target APBN 2021. Kinerja BM 
masih mengalami penurunan -9,67 
persen (yoy) bila dibandingkan 
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tahun lalu seiring penurunan 
devisa bayar yang -0,43 persen 
(yoy). Penerimaan BM sudah 
mengalami tekanan sejak awal 
tahun. Walaupun penerimaan BM 
masih di zona negatif, namun 
terdapat indikasi perpaikan 
jika dilihat dari indeks PMI 
dan pertumbuhan pada sektor 
perdagangan besar dan industri 
pengolahan pada bulan Februari 
2021. 

Penerimaan cukai per 28 Februari 
2021 mencapai Rp28,27 triliun 
atau 15,71 persen dari targetnya. 
Penerimaan cukai yang terdiri 
atas cukai Hasil Tembakau 
(HT), Minuman Mengandung Etil 
Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol 
(EA), tumbuh 48,30 persen 
dibandingkan periode yang sama 
tahun lalu. Penerimaan cukai 
merupakan kontributor terbesar 
penerimaan kepabeanan dan 
cukai, dan pertumbuhannya 
menjadi yang tertinggi kedua 
setelah pertumbuhan penerimaan 
BK. 

Penerimaan CHT per 28 Februari 
2021 tumbuh signifikan sebesar 
50,60% (yoy). Pertumbuhan ini 
disebabkan limpahan pelunasan 
pita cukai pesanan 2 minggu 
terakhir bulan November 2020 
sebesar Rp7,57 triliun (PMK 
57/2017). Jika tanpa limpahan 
tahun lalu, maka penerimaan per 
Februari 2021 praktis tidak jauh 

berbeda dengan tahun 2020. 

Kisah yang berbeda terjadi pada 
pertumbuhan cukai lainnya, yang 
mencatat pertumbuhan negatif 
semua. Penerimaan cukai atas EA 
menjadi yang terendah di antara 
komponen cukai lainnya yaitu minus 
26,85 persen (yoy). Penerimaan 
cukai EA yang melemah hanya 
Rp16,52 miliar ini disebabkan oleh 
penurunan permintaan bahan dasar 
pembuatan produk disinfektan yang 
terjadi sejak akhir tahun 2020.

Penerimaan cukai MMEA pada awal 
tahun ini adalah Rp0,79 triliun atau 
tumbuh negatif 2,83 persen (yoy). 
Penurunan penerimaan cukai MMEA 
disebabkan oleh penurunan produksi 
yang terjadi sejak kuartal II tahun 
lalu, akibat kondisi pandemi yang 
memukul sektor pariwisata nasional. 

Penerimaan BK hingga akhir 
Februari 2021 mencapai Rp2,37 
triliun atau 132,82 persen target 
APBN tahun 2021. Kinerja BK 
tumbuh signifikan mencapai 380,42 
persen dibandingkan periode yang 
sama tahun lalu. Penerimaan BK 
yang tinggi didorong penerimaan 
BK komoditas tembaga yang 
produksinya meningkat. Selain 
itu, kontribusi BK kelapa sawit 
(CPO) yang didorong harganya 
yang menguat di Februari dampak 
turunnya produksi CPO Malaysia 
dan Indonesia akibat pengaruh 
pembatasan aktivitas dan curah 
hujan yang tinggi.
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
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Pendapatan Negara

Sinyal Positif 
Kenaikan Pendapatan 
PNBP Kementerian/
Lembaga dan 
Pendapatan SDA 
Nonmigas mendorong 
PNBP
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Penerimaan Negara Penerimaan Negara 
Bukan PajakBukan Pajak

P enerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) 
sampai dengan 
28 Februari 2021 
terealisasi sebesar 

Rp37,34 triliun atau mencapai 
12,52 persen dari target yang 
ditetapkan dalam APBN 2021 
sebesar Rp298,20 triliun. Capaian 
ini masih mengalami kontraksi 
sebesar 3,73 persen (yoy) apabila 
dibandingkan dengan realisasi 
penerimaan pada periode yang 
sama tahun 2020 sebesar 
Rp38,79 triliun. Kontraksi ini 
sedikit lebih dalam dibandingkan 
dengan growth bulan  Januari 
2021 sebesar 2,89 persen (yoy). 
Realisasi PNBP sampai dengan 
bulan Februari 2021 ini utamanya 
dipengaruhi oleh Pendapatan 
Sumber Daya Alam (SDA) serta 
Pendapatan Badan Layanan 
Umum (BLU) yang masing-
masing terkontraksi 41,88 persen 

dan 19,67 persen meskipun 
Pendapatan Kekayaan Negara 
Dipisahkan (KND) dan Pendapatan 
PNBP Lainnya mengalami 
pertumbuhan signifikan. 

Realisasi Pendapatan SDA sampai 
dengan 28 Februari 2021 sebesar 
Rp12,16 triliun atau 11,68 persen 
dari target APBN 2021. Realisasi 
tersebut terdiri atas Pendapatan 
SDA Migas sebesar Rp6,85 triliun 
dan Pendapatan SDA Nonmigas 
sebesar Rp5,31 triliun. Apabila 
dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun 2020, realisasi 
Pendapatan SDA tumbuh negatif 
41,88 persen (yoy).  

Pendapatan SDA Migas 
menunjukkan kontraksi sebesar 
59,19 persen.  Realisasi 
Pendapatan SDA Migas hingga 
28 Februari 2021 mencapai 
Rp6,85 triliun atau 9,13 persen 
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RealisasiPenerimaan Negara Bukan Pajak

 APBN 2021  s.d.  Februari 
2021  % APBN  % Growth 

(yoy) 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 298.204,17             37.343,59           12,52         (3,73)          

A Pendapatan SDA 104.108,84               12.160,82              11,68          (41,88)         
1 Migas 74.999,72                 6.847,04                9,13            (59,19)         

2 Nonmigas 29.109,12                 5.313,78                18,25          28,24          
a Pendapatan Pertambangan Minerba 22.100,54                 4.756,14                21,52          32,98          
b Pendapatan Kehutanan 4.613,28                   439,14                   9,52            2,95            
c Pendapatan Perikanan 957,19                      90,33                     9,44            (19,05)         
d 1.438,12                   28,17                     1,96            (2,12)           

B Pendapatan KND 26.130,49                 1,25                       0,00            840,08        

C Pendapatan PNBP Lainnya 109.174,70               23.794,20              21,79          47,43          

D Pendapatan BLU 58.790,14                 1.387,32                2,36            (19,67)         

Uraian
(Miliar Rupiah)

Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi
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dari target APBN 2021. Faktor 
utama penurunan Pendapatan 
SDA Migas ini disebabkan lebih 
rendahnya realisasi ICP bulan 
Desember 2020 sampai dengan 
Januari 2021 sebesar US$50.48 
per barel dibandingkan periode 
yang sama tahun sebelumnya 
(US$66.28 per barel).  Penurunan 
ini juga disebabkan realisasi 
lifting minyak bumi periode 
Desember 2020 sampai dengan 
Januari 2021 sebesar 693 mbopd 
yang lebih rendah dibandingkan 
dengan periode yang sama 
tahun sebelumnya (738 mbopd). 
Demikian pula, realisasi lifting 
gas bumi juga lebih rendah dari 
1.074 mboepd menjadi 1.064 
mboepd. Namun demikian, potensi 
kenaikan Pendapatan SDA Migas 
diperkirakan akan terjadi pada 
bulan-bulan mendatang akibat 
adanya tren kenaikan ICP sejak 
awal tahun 2021.

Realisasi Pendapatan SDA 
Nonmigas hingga 28 Februari 
2021 mencapai Rp5,31 triliun 
atau 18,25 persen dari target 
APBN 2021. Pendapatan SDA 
Nonmigas tumbuh 28,24 persen 
(yoy) dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun 2020, dengan 
kontributor utama dari sektor 
Pertambangan Minerba. Realisasi 
PNBP dari sektor Pertambangan 
Minerba mengalami pertumbuhan 
signifikan sebesar 32,98 persen 

(yoy) seiring dengan proyeksi 
pemulihan ekonomi serta 
meningkatnya permintaan 
batu bara dari Tiongkok. Hal 
tersebut menyebabkan kenaikan 
Harga Batubara Acuan (HBA) 
Februari 2021 yang sejauh ini 
terus menunjukkan tren positif 
(sejak kuartal IV tahun 2020). 
HBA pada bulan Februari 2021 
sebesar US$87.79/ton, lebih 
tinggi dibandingkan dengan bulan 
Februari 2020 sebesar US$66.89/
ton.  Sementara itu, volume 
produksi batu bara pada Februari 
2021 mengalami penurunan 
yaitu sebesar 87,72 juta ton, lebih 
rendah dibandingkan dengan 
volume produksi pada Februari 
2020 yang mencapai 98,08 juta 
ton. 

Kenaikan harga komoditas 
minerba lainnya juga mendorong 
peningkatan Pendapatan SDA 
Nonmigas sektor Pertambangan 
Minerba. Realisasi pendapatan 
Pertambangan Minerba (diluar 
batubara) dipengaruhi oleh 
tingginya harga tembaga, emas, 
perak, dan nikel di pasaran. Meski 
pada bulan Februari 2021 terjadi 
penurunan volume produksi 
batubara, emas, dan perak 
dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun 2020, PNBP bulan 
Februari 2021 mengalami kenaikan 
karena adanya kenaikan harga 
mineral dan batubara. Terobosan 
pemerintah berupa penggalian 



60

APBN KiTA : Kinerja dan Fakta

potensi PNBP melalui joint 
program minerba turut berperan 
meningkatkan penerimaan dari 
sektor Pertambangan Minerba.

Realisasi Pendapatan SDA 
Nonmigas sektor Kehutanan 
hingga 28 Februari 2021 mencapai 
Rp439,14 miliar atau 9,52 
persen dari target APBN 2021. 
Realisasi tersebut mengalami 
pertumbuhan sebesar 2,95 persen 
(yoy). Kenaikan Pendapatan SDA 
Nonmigas sektor Kehutanan 
antara lain disebabkan kenaikan 
luas areal Penggunaan Kawasan 
Hutan dari seluas 19.433 hektar 
pada Februari 2020 menjadi seluas 
21.475 hektar pada Februari 
2021. Sementara itu, realisasi 
Pendapatan SDA Nonmigas sektor 
Perikanan sebesar Rp90,33 miliar 
atau mengalami kontraksi sebesar 
19,05 persen (yoy), antara lain 
disebabkan oleh penurunan jumlah 
kapal yang mengajukan izin, baik 
untuk Pungutan Pengusahaan 
Perikanan (PPP) maupun 
Pungutan Hasil Perikanan (PHP). 
Pada periode Januari-Februari 
2021, terdapat 879 kapal yang 
mengajukan izin, sedangkan 
pada periode yang sama tahun 
2020 terdapat 1.182 kapal yang 
mengajukan izin atau terdapat 
penurunan sebesar 25,6 persen.

Selanjutnya, Pendapatan SDA 
Nonmigas sektor Panas Bumi  
sampai dengan bulan Februari 

2021 mencapai Rp28,17 miliar 
atau 1,96 persen dari target APBN 
TA 2021, mengalami kontraksi 
sebesar 2,12 persen dibandingkan 
periode yang sama tahun 2020. 
Hal ini dikarenakan terdapat 
beberapa pemegang Izin Panas 
Bumi (IPB) yang belum melakukan 
pembayaran iuran tetap panas 
bumi. Selain itu, PNBP dari 
pendapatan panas bumi (memiliki 
komposisi terbesar pada realisasi 
Pendapatan SDA Nonmigas sektor 
Panas Bumi) masih menunjukkan 
belum adanya realisasi PNBP pada 
bulan Februari 2021 ini.

Realisasi Pendapatan Kekayaan 
Negara Dipisahkan (KND) sampai 
dengan 28 Februari 2021 sebesar 
Rp1,25 miliar atau tumbuh 840,08 
persen (yoy). Kenaikan tersebut 
karena pada bulan Januari 2021 
terdapat pembayaran dividen 
Tahun Buku 2019 yang jatuh 
tempo pada tanggal 1 Januari 
2021. Pada umumnya dividen 
Tahun Buku 2019 akan dibayarkan 
pada TA 2020. Namun RUPS atas 
dividen tersebut baru dilaksanakan 
pada tanggal 1 Desember 2020, 
sehingga jatuh tempo pada 
tanggal 1 Januari 2021 atau satu 
bulan setelah RUPS. Diperkirakan 
realisasi PNBP dari pengelolaan 
KND mulai terlihat signifikan pada 
bulan April 2021, dimana terdapat 
beberapa badan usaha sudah 
menyelesaikan RUPS pada bulan 
Maret 2021.
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Adapun realisasi Pendapatan 
PNBP Lainnya hingga 28 
Februari 2021 mencapai Rp23,79 
triliun atau 21,79 persen dari 
target APBN 2021. Capaian ini 
mengalami pertumbuhan sebesar 
47,43 persen (yoy). Kenaikan 
tersebut merupakan kontribusi 
dari peningkatan pendapatan 
dari Penjualan Hasil Tambang 
(PHT) Batubara sebesar 46,26 
persen dan Pendapatan PNBP 
Kementerian/Lembaga sebesar 
47,63 persen. 

Realisasi PNBP dari PHT 
yang merupakan setoran dari 
wajib bayar Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan 
Batubara (PKP2B) sampai dengan 
Februari 2021 mencapai sebesar 
Rp3,50 triliun atau 20,58 persen 
dari target PHT dalam APBN 
2021. Kenaikan yang signifikan ini 
disebabkan oleh tingginya Harga 
Batubara Acuan (HBA) rata-rata 
sampai dengan Februari 2021 
yang mencapai US$81.82/ton 
(Januari 2021 sebesar US$75.84/
ton dan Februari 2021 sebesar 
US$87.79/ton).Pendapatan PNBP 
Kementerian/Lembaga mulai 

mengalami peningkatan, terutama 
dari pendapatan Biaya Hak 
Penggunaan (BHP) frekuensi dan 
telekomunikasi pada Kementerian 
Kominfo. Hal ini disebabkan 
wajib bayar PNBP melakukan 
pembayaran lebih awal pada 
bulan Januari - Februari 2021 
(pada tahun 2020 melakukan 
pembayaran pada bulan Maret). 
Di samping itu, juga terdapat 
kenaikan pada layanan nikah diluar 
Kantor Urusan Agama kecamatan 
dikarenakan adanya kebijakan  
PSBB yang dilonggarkan (dengan 
tetap memperhatikan protokol 
kesehatan).

Pendapatan Badan Layanan 
Umum (BLU) sampai dengan 28 
Februari 2021 sebesar Rp1,38 
triliun atau 2,36 persen dari 
target APBN 2021. Realisasi 
ini menunjukkan Pendapatan 
BLU terkontraksi sebesar 19,67 
persen (yoy), yang disebabkan 
oleh penurunan pendapatan yang 
signifikan dari layanan rumah 
sakit (mengalami penurunan 51,7 
persen).
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Postur APBN 2019Belanja Negara

Realisasi Belanja 
Pemerintah Pusat (BPP) 
sampai dengan 28 Februari 
2021 masih menunjukkan 
kinerja yang baik, didukung 
oleh pertumbuhan realisasi 
Belanja Modal, Belanja 
Barang, dan Subsidi
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Belanja Belanja 
Pemerintah PusatPemerintah Pusat

R ealisasi Belanja 
Pemerintah Pusat 
(BPP) sampai dengan 
28 Februari 2021 
mencapai Rp179,68 

triliun (9,19 persen dari pagu APBN 
2021), dan tumbuh 11,10 persen 
dari realisasinya di tahun 2020. 
Peningkatan ini didorong oleh 
pertumbuhan realisasi Belanja 
Modal untuk pembayaran proyek 
infrastruktur dasar lanjutan 
tahun 2020 serta infrastruktur 
konektivitas, dan Belanja Barang 
untuk penanganan Covid-19, 
serta subsidi untuk BBM/LPG dan 
Listrik.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L mencapai 
Rp97,00 triliun atau tumbuh 15,76 
persen (yoy) dibandingkan tahun 
2020. Dari jumlah tersebut, Belanja 
pegawai terealisasi sebesar 
Rp29,20 triliun (10,90 persen 

dari pagunya) atau mengalami 
penurunan 0,79 persen. Realisasi 
belanja pegawai tersebut 
digunakan untuk pembayaran Gaji 
dan Tunjangan ASN/TNI/Polri.

Realisasi Belanja Barang 
sampai dengan 28 Februari 
2021 mencapai Rp18,15 triliun, 
mengalami pertumbuhan sebesar 
13,54 persen (yoy) terhadap 
periode yang sama tahun 2020. 
Pertumbuhan tersebut utamanya 
untuk pelaksanaan penanganan 
pandemi Covid-19, antara lain 
pengadaan obat-obatan dan vaksin 
oleh Kementerian Kesehatan. 
Selain itu, kegiatan pemeliharaan 
sarana prasarana, pelayanan 
perkantoran, dan dukungan 
operasional pelaksanaan protokol 
kesehatan yang dilaksanakan 
oleh beberapa K/L seperti POLRI, 
Kementerian Pertahanan, BIN, 
dan Kementerian PU PERA juga 
turut memengaruhi pertumbuhan 



64

APBN KiTA : Kinerja dan Fakta

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. Februari 2020 (Triliun Rupiah)

s.d. 28 Feb 
2021

%
APBN

Belanja K/L 1.031,96     97,00          9,40             15,76          
Belanja Pegawai 267,96        29,20          10,90          (0,79)           
Belanja Barang 360,79        18,15          5,03             13,54          
Belanja Modal 246,78        22,83          9,25             253,05        
Bantuan Sosial 156,44        26,82          17,14          (15,96)         

Belanja Non-K/L 922,59        82,69          8,96             6,09             
a.l.Belanja Pegawai 153,19        29,54          19,28          (8,53)           

Subsidi 175,35        12,35          7,04             12,68          
Belanja Lain-Lain 207,32        0,35             0,17             17,02          

Total Belanja Pemerintah Pusat 1.954,55     179,68        9,19             11,10          

Realisasi
Belanja Pemerintah Pusat APBN

%Growth 
(yoy)
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belanja barang. Namun di sisi lain, 
dampak pemberlakuan kebijakan 
pembatasan kegiatan masyarakat 
dan penerapan pola kerja baru 
dengan memanfaatkan IT berhasil 
mengefisienkan belanja perjalanan 
dinas dan belanja jasa yang 
mengalami pertumbuhan negatif 
(yoy) pada periode yang sama 
pada tahun 2020.  

Selanjutnya, realisasi Belanja 
Modal sampai dengan 28 Februari 
2021 mencapai Rp22,83 triliun 
atau 9,25 persen terhadap 
pagu APBN 2021, tumbuh 
signifikan 253,05 persen (yoy). 
Pertumbuhan realisasi belanja 
modal ini utamanya dipengaruhi 
oleh pembayaran proyek 
infrastruktur dasar lanjutan 
tahun 2020 dan infrastruktur 
konektivitas. Realisasi belanja 
modal tersebut ditopang oleh 
realisasi yang cukup besar pada 
akun belanja modal Jalan, Irigasi, 
dan Jaringan, dan belanja modal 
Peralatan dan Mesin. Belanja 
tersebut antara lain digunakan 
untuk pemeliharaan jalan, 
jembatan, padat karya, sarana 
dan prasarana perumahan dan 
pemukiman, serta pembangunan 
infrastruktur waduk/bendungan 
pada Kementerian PU PERA, 
pengadaan sarana dan prasarana 
perkeretaapian dan bandar udara 
pada Kementerian Perhubungan, 
serta pengadaan almatsus di 
Kepolisian.

Realisasi Bantuan Sosial 
sampai dengan 28 Februari 
2021 mencapai Rp26,82 triliun 
atau sekitar 17,14 persen dari 
pagu APBN 2021. Realisasi 
bansos tersebut menurun 15,96 
persen (yoy) dari periode yang 
sama tahun sebelumnya, hal ini 
utamanya dipengaruhi oleh telah 
membaiknya kondisi arus kas 
BPJS Kesehatan sehingga  pada 
Februari 2021 tidak dilakukan 
penarikan di muka bantuan premi 
bagi PBI JKN seperti yang telah 
dilaksanakan pada Februari 2020. 
Realisasi bansos periode Februari 
2021 tersebut juga dipengaruhi 
oleh penyaluran bantuan KIP 
Kuliah yang masih dalam proses 
verifikasi dan validasi mahasiswa 
baru, serta aktivasi rekening di 
perbankan. Selain itu, terdapat 
penyaluran program bantuan 
sosial tunai yang telah disalurkan 
sejak awal tahun.

Dari perspektif organisasi, 
peningkatan realisasi belanja 
K/L sampai dengan 28 
Februari 2021 secara umum 
didominasi oleh 15 K/L dengan 
pagu terbesar, terutama yang 
berfokus pada penanganan 
dampak pandemi Covid-19 di 
bidang perlindungan sosial dan 
kesehatan yang dilaksanakan 
oleh Kementerian Sosial dan 
Kementerian Kesehatan. Selain 
itu, peningkatan kinerja belanja 
K/L juga didorong oleh K/L bidang 
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Realisasi Belanja K/L s.d. Januari pada 15 K/L dengan Pagu Terbesar, TA 
2019-2020 (Triliun Rupiah)

Output Bidang Infrastruktur, Pangan, dan Pariwisata
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infrastruktur seperti Kemen PU 
PERA dan Kemenhub, antara lain 
untuk pembangunan bendungan, 
jaringan irigasi, dan pembangunan 
jalur kereta api. Selanjutnya, 
Kemenhan dan Polri turut 
mendongkrak penyerapan melalui 
pengadaan alutsista dan almatsus 
serta dukungan operasional 
pelaksanaan protokol kesehatan 
selama pandemi.

Secara ringkas, capaian output 
strategis Belanja KL sampai 
dengan 28 Februari 2021 adalah 
sebagai berikut.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L hingga 
28 Februari 2021 mencapai 

Rp82,69 triliun, tumbuh 6,09 
persen (yoy) dibandingkan 
realisasinya pada periode yang 
sama tahun 2020, yang pada awal 
tahun utamanya direalisasikan 
untuk pembayaran Manfaat 
Pensiun dan Subsidi Energi. 
Realisasi Belanja Pegawai Non-
K/L sampai dengan 28 Februari 
2021 yang direalisasikan terutama 
untuk  pembayaran Manfaat 
Pensiun dalam rangka pemenuhan 
kewajiban Pemerintah terhadap 
para pensiunan PNS/TNI/Polri, 
telah terealisasi sebesar Rp29,54 
triliun, turun 8,53 persen (yoy). 
Penurunan ini disebabkan oleh 
lebih rendahnya nominal cicilan 
UPSL (Unfunded Past Service 
Liability) Program Tabungan Hari 

Output Bidang Kesehatan dan Perlindungan Sosial
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Tua (THT) PNS pada Tahun 2021, 
dibanding cicilan Tahun 2020 
sejalan dengan kewajiban atas 
UPSL.

Sementara itu, realisasi Subsidi 
mencapai Rp12,35 triliun, atau 
7,04 persen terhadap pagu APBN 
2021, yang didorong oleh realisasi 
subsidi energi. Realisasi subsidi 
tersebut merupakan pembayaran 
subsidi minyak tanah, subsidi 
LPG 3 kg, dan subsidi listrik bulan 
Januari 2021, serta pembayaran 
kekurangan subsidi BBM dan 
LPG atas Audit BPK Tahun 2018. 
Realisasi subsidi pada awal 
tahun sangat dipengaruhi oleh 
proses administrasi dan verifikasi 
atas tagihan penyaluran subsidi. 
Sampai dengan akhir bulan 
Februari 2021, belum terdapat 
penagihan atas penyaluran 
subsidi solar dan subsidi energi 
non energi. Dari sisi penyaluran, 
sampai dengan Januari 2021, 
volume penyaluran solar mencapai 

1.142,74 ribu KL, minyak tanah 
mencapai 41,02 ribu KL, dan LPG 
3 kg mencapai 604,76 juta kg. 
Sementara itu, volume penyaluran/
penjualan listrik bersubsidi sampai 
dengan Januari 2021 mencapai 
6,7 tWh yang menjangkau sasaran 
sebanyak 37,2 juta pelanggan 
subsidi.

Selanjutnya, realisasi belanja 
lain-lain sd. 28 Februari tahun 
2021 mencapai Rp0,35 triliun, 
lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan realisasi periode yang 
sama tahun sebelumnya yang 
mencapai Rp0,30 triliun. Realisasi 
ini antara lain untuk operasional 
lembaga yang belum mempunyai 
BA sendiri. 
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
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Postur APBN 2019Postur APBN 2019Belanja Negara

Kenaikan Realisasi Dana 
Desa Merupakan Akselerasi 
Belanja untuk Melindungi 
Masyarakat Desa dari 
Tekanan Covid-19 yang 
Masih Berlangsung
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Transfer Ke Daerah Transfer Ke Daerah 
Dan Dana DesaDan Dana Desa

H ingga Hingga 28 
Februari 2021, 
Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa 
(TKDD) telah 

terealisasi sebesar Rp103,03 
triliun atau 12,95 persen dari pagu. 
Angka tersebut menunjukkan 
adanya penurunan sebesar 
12,45 persen (yoy). Hal ini 
dipengaruhi oleh penyaluran DAK 
Nonfisik (Dana BOS) yang masih 
memerlukan proses verifikasi 
rekening dan direncanakan akan 
dilaksanakan pada bulan Maret 
2021.

Dana Perimbangan

Realisasi penyaluran Dana Bagi 
Hasil (DBH) per akhir Februari 
2021 adalah sebesar Rp11,26 
triliun atau 11,05 persen dari 
pagu. Capaian yang menunjukkan 
adanya kenaikan sebesar 69,06 
persen (yoy) tersebut dipengaruhi 

adanya penyaluran Kurang Bayar 
DBH Tahun Anggaran 2019 
sebesar Rp6,13 triliun berdasarkan 
PMK 113/PMK.07/2020 tentang 
Penetapan Kurang Bayar dan 
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil 
pada Tahun 2020. Percepatan 
penyaluran Kurang Bayar DBH 
diharapkan dapat memberikan 
penguatan bagi ruang fiskal 
daerah dalam mendukung 
pendanaan penanganan Covid-19 
serta program pemberian vaksin di 
daerah.

Realisasi DAU sampai dengan 
28 Februari 2021 telah mencapai 
Rp87,46 triliun atau 22,41 persen 
dari pagu DAU TA 2021. Jumlah 
ini memperlihatkan adanya 
penurunan sebesar 10,57 persen 
(yoy) yang disebabkan beberapa 
daerah belum dapat memenuhi 
persyaratan penyaluran DAU 
Bulan Februari sebagaimana 
yang diatur dalam Peraturan 
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REALISASI TKDD TAHUN ANGGARAN 2020 DAN 2021 
Tanggal: 1 – 28 Februari 2021 (dalam miliar rupiah)
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Menteri Keuangan Nomor 
233/PMK.07/2020 tentang 
Perubahan Atas PMK Nomor 
139/PMK.07/2019 Tentang 
Pengelolaan DBH, DAU dan Dana 
Otsus. 

Jumlah realisasi DAU di atas 
telah memperhitungkan realisasi 
Penyaluran DAU Bulan Januari 
kepada 7 Daerah DAU Bulan 
Februari kepada 190 Daerah dan 
DAU Bulan Maret kepada 480 
Daerah. Realisasi tersebut juga 
turut dipengaruhi oleh pengenaan 
sanksi penundaan DAU Bulan 
Februari bagi 6 Pemerintah Daerah 
yang belum menyampaikan Data/
Informasi Keuangan Daerah serta 
penyaluran kembali DAU Bulan 
Januari kepada 1 Daerah dan DAU 
Bulan Februari kepada 9 Daerah 
yang terkena sanksi penundaan 
DAU. 

Belum terdapat realisasi 
penyaluran Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Fisik sampai dengan 28 
Februari 2021. Hal ini disebabkan 
karena saat ini daerah sedang 
melakukan proses pengadaan 
barang/jasa sesuai Rencana 
Kegiatan (RK) yang telah disetujui 
kementerian/lembaga serta 
menyelesaikan pemenuhan 
dokumen persyaratan penyaluran 
Tahap 1 seperti Perda APBD, 
laporan realisasi penyerapan 
dana dan capaian output tahun 
sebelumnya, dan foto kegiatan 

tahun sebelumnya.

Di sisi lain, penyaluran DAK 
Nonfisik sampai dengan 28 
Februari 2021 telah terealisasi 
sebesar Rp489,09 miliar atau 
0,37 persen dari pagu, mengalami 
penurunan dibanding realisasi 
pada periode yang sama tahun 
lalu. Hal tersebut dikarenakan 
penyaluran Dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) 
kurang lebih sebesar Rp14,02 
triliun, yang masih dalam tahap 
verifikasi rekening sehingga baru 
akan disalurkan pada bulan Maret 
2021. Di sisi lain, penyaluran Dana 
Bantuan Operasional Kesehatan 
masih menunggu terbitnya 
petunjuk teknis dari kementerian 
terkait untuk menghindari potensi 
terjadinya idle fund. Dana yang 
sudah salur sampai bulan Februari 
adalah Dana Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan Museum dan 
Taman Budaya, Dana Peningkatan 
Kapasitas Koperasi dan UKM, 
dan Dana Pelayanan Administrasi 
Kependudukan.

Dana Insentif Daerah (DID)

Sama halnya dengan tahun 
sebelumnya, hingga akhir Februari 
2021 belum terdapat penyaluran 
DID. Di akhir bulan Februari 
terdapat satu daerah yang telah 
memenuhi syarat salur DID tahap 
I dan proses penyalurannya 
akan dilakukan di bulan Maret. 
Perkembangan pemenuhan 
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syarat salur tersebut dikarenakan 
sebagian besar daerah masih 
melakukan penyesuaian rencana 
penggunaan sesuai PMK Nomor 
17/PMK.07/2021, dimana terdapat 
tambahan pengaturan mengenai 
penggunaan alokasi DID minimal 
30 persen untuk bidang kesehatan.

Dana Otonomi Khusus dan Dana 
Keistimewaan D.I. YOGYAKARTA 

Sampai dengan akhir Februari 
2021, belum terdapat realisasi 
penyaluran Dana Otonomi Khusus. 
Berdasarkan amanat dalam 
PMK Nomor 233/PMK.07/2020 
penyaluran Dana Otsus dan 
Dana Tambahan Infrastruktur 
(DTI) tahap 1 dilakukan paling 
cepat bulan Februari setelah 
ada permintaan salur bersama 
dokumen syarat salur dari 
Gubernur. Hingga akhir Februari 
2021, belum ada permintaan salur 
dari Gubernur, sehingga belum ada 
penyaluran Dana Otsus dan DTI 
yang dapat dilakukan.

Di sisi lain, permintaan salur Dana 
Keistimewaan D.I. Yogyakarta 
beserta dokumen syarat 
salurnya sesuai PMK Nomor 15/
PMK.07/2020 telah disampaikan 
oleh Gubernur D.I. Yogyakarta 
pada akhir Februari 2021 sehingga 
pencairan Dana Keistimewaan D.I. 
Yogyakarta baru terlaksana pada 
tanggal 1 Maret 2021.

Dana Desa

Desa hingga 28 Februari 2021 
telah mencapai Rp3,82 triliun 
atau 5,31 persen dari pagu, 
menunjukkan adanya kenaikan 
sebesar 130,32 persen (yoy). Dana 
Desa tahun 2021 diprioritaskan 
penggunaannya sebagai jaring 
pengaman sosial berupa BLT Desa 
kepada keluarga miskin di desa 
yang tidak menerima program 
bantuan sosial dari Pemerintah 
seperti PKH, Kartu Sembako, Kartu 
Pra Kerja dan Bantuan Sosial 
Tunai. Dana Desa untuk BLT Desa 
telah disalurkan sebesar Rp229 
miliar kepada 9.131 desa. 

Selanjutnya, selain digunakan 
utk BLT Desa, Dana Desa juga 
di-earmaked penggunaannya 
paling sedikit 8 persen dari 
pagu Dana Desa setiap Desa 
untuk mendukung penanganan 
pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) di tingkat desa 
sebagaimana diamanatkan oleh 
PMK Nomor 17/PMK.07/2021. 
Dalam upaya mempercepat 
penyaluran Dana Desa untuk 
mendukung penanganan pandemi 
Covid-19 telah diterbitkan 
Peraturan Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan Nomor 
PER-1/PK/2021. 
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Postur APBN 2019Pembiayaan Negara

Pembiayaan Utang Dikelola 
dengan Prudent, Fleksibel 
dan Oportunistik, serta 
Terukur dalam Mendukung 
Pemulihan Ekonomi Nasional
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Pembiayaan Pembiayaan 
UtangUtang

D engan target defisit 
APBN tahun 2021 
yang sebesar 5,7 
persen, pembiayaan 
anggaran ditargetkan 

sebesar Rp1.006,4 triliun, terutama 
dipenuhi melalui pembiayaan 
utang sebesar Rp1.177,4 triliun.  
Sampai dengan akhir Februari 
2021, realisasi pembiayaan 
utang tercapai sebesar Rp273,02 
triliun atau 27,1 persen, terdiri 
dari realisasi SBN (Neto) sebesar 
Rp271,39 triliun dan realisasi 
Pinjaman (Neto) sebesar Rp1,63 
triliun. Realisasi pinjaman terdiri 
dari realisasi pembayaran cicilan 
pokok pinjaman dalam negeri 
sebesar Rp0,2 triliun, realisasi 
penarikan pinjaman luar negeri 
sebesar Rp7,86 triliun dan realisasi 
pembayaran cicilan pokok 
pinjaman luar negeri sebesar 
Rp6,21 triliun.

Sampai dengan akhir Februari, 

Pemerintah telah menerbitkan 
SBN sebesar Rp298,47 triliun, 
terdiri dari penerbitan SUN sebesar 
Rp238,97 triliun dan SBSN sebesar 
Rp59,5 triliun, termasuk pembelian 
SBN oleh Bank Indonesia sesuai 
dengan SKB I yang mencapai 
Rp47,53 triliun, terdiri dari SUN 
sebesar Rp24,76 triliun dan SBSN I 
sebesar Rp22,77 triliun

Realisasi pembiayaan utang 
terjaga, dikelola dengan prudent 
dalam mendukung kelanjutan 
penanganan Covid-19 dan 
program PEN. Dengan penguatan 
PEN dan upaya percepatan 
vaksinasi, kondisi ekonomi ke 
depan diharapkan membaik 
sementara target defisit APBN 
2021 diharapkan menjadi lebih 
kecil dibandingkan defisit 2020.  

Dalam meningkatkan 
kemandirian pembiayaan 
serta untuk memfasilitasi 
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partisipasi masyarakat untuk 
membangun negeri, Pemerintah 
telah menerbitkan SBN Ritel 
seri ORI019 dan SR014 secara 
berturut-turut sejak awal tahun 
2021. Meski diterbitkan di masa 
pandemi, kedua seri ini mampu 
menarik minat yang cukup tinggi 
dari masyarakat Indonesia, 
terutama generasi milenial 
yang selalu menjadi investor 
dominan sehingga Pemerintah 
perlu melakukan penambahan 
kuota. Total penjualan ORI019 
yang telah ditetapkan pada 
bulan Februari sebesar Rp26,00 
triilun, berasal dari 48.731 orang 
investor, di mana 37,5 persen 
di antaranya adalah generasi 
milenial. Sementara itu, sebanyak 
35.626 orang investor telah 
berkontribusi dalam penerbitan 
SR014 di bulan Maret dengan total 
nominal sebesar Rp16,70 triliun, 
dan pembeliannya juga masih 
didominasi oleh generasi milenial, 
yaitu sebanyak 36,40 persen dari 
total investor.

Selanjutnya, Pemerintah juga 
menerbitkan SBN ritel seri lainnya 
secara berurutan antara lain: 
CWLS seri SWR002 yang akan 
ditawarkan pada 01 April 2021, 
Saving Bonds Ritel seri SBR010 
yang akan ditawarkan mulai 21 
Juni 2021, Sukuk Ritel seri SR015 
yang akan ditawarkan mulai 27 
Agustus 2021, Obligasi Negara 
Indonesia seri ORI020 yang akan 

ditawarkan mulai 27 September 
2021, dan Sukuk Tabungan seri 
ST008 yang akan mulai ditawarkan 
sejak 01 November 2021. 

Sementara itu, dari sisi pinjaman, 
Pemerintah telah melakukan 
penandatanganan perjanjian 
bilateral degan Pemerintah 
Jerman melalui Kreditansi fur 
Wiederaufbau (KfW) senilai 
EUR85,7 juta ekuivalen USD98,5 
juta. Pinjaman ini dimanfaatkan 
untuk membiayai pembangunan 
Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) Regional Wosusokas 
di Jawa Tengah yang bertujuan 
untuk meningkatkan debit air 
Waduk Gajahmungkur, sehingga 
kebutuhan air baku untuk air 
minum di Kabupaten Wonogiri, 
Sukoharjo, Karanganyar, dan 
Kota Surakarta Provinsi Jawa 
Tengah dapat terpenuhi.  Pinjaman 
Pemerintah Jerman ini diberikan 
bagi negara-negara yang tidak 
mempunyai permasalahan dalam 
utang yang serius, yang berarti 
Pemerintah Jerman percaya 
bahwa pengelolaan utang di 
Indonesia dilakukan secara 
prudent dan penuh kehati-hatian.

Posisi Utang Pemerintah Pusat

Posisi utang Pemerintah per akhir 
Februari 2021 berada di angka 
Rp6.361,02 triliun dengan rasio 
utang pemerintah terhadap PDB 
sebesar 41,10 persen. Secara 
nominal, posisi utang Pemerintah 
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Pusat mengalami peningkatan 
dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun lalu, hal ini 
disebabkan kondisi ekonomi 
Indonesia yang masih berada 
dalam proses pemulihan akibat 
pandemi Covid-19. 

Pada prinsipnya, penerbitan utang 
oleh Pemerintah didasarkan 
pada ketentuan dan mekanisme 
yang diatur undang-undang, 
salah satunya melalui proses 
pembahasan dengan DPR dalam 
rapat terbuka dan juga dihadiri 
Bank Indonesia. Selain adanya 
berbagai peraturan perundang-
undangan yang memberi batasan 
atas kebijakan utang Pemerintah, 
peran serta BPK dalam proses 
pengawasan dan audit juga 
menjadi suatu bukti bahwa 
pengelolaan utang Pemerintah 
telah dan akan terus dilakukan 
secara akuntabel dan transparan.

Salah satu ketentuan yang diatur 
adalah batasan nominal total 
utang Pemerintah dalam satu 
periode tidak boleh melebihi 
60 persen terhadap PDB, 
sebagaimana diatur dalam UU No. 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara. Selain itu, batasan defisit 
fiskal Pemerintah juga diatur di 
bawah 3 persen terhadap PDB. 
Namun, kejadian extraordinary 
pandemi Covid-19 menuntut 
tindakan yang extraordinary pula, 
sehingga mengakibatkan perlunya 

relaksasi defisit di atas 3 persen 
sesuai UU No. 2 Tahun 2020.

Walau kebijakan pelebaran defisit 
dilakukan oleh Pemerintah di masa 
pandemi namun pada faktanya 
kebijakan ini yang menyebabkan 
peningkatan rasio utang Indonesia 
di masa pandemi merupakan 
salah satu yang terkecil, di mana 
pada tahun 2020 ditargetkan 
sebesar 6,34 persen PDB dan 
tercapai sebesar 6,09 persen PDB. 
Tambahan defisit yang relatif lebih 
moderat serta rasio utang yang 
masih cukup rendah dibandingkan 
negara tetangga tidak membuat 
Pemerintah Indonesia berhenti 
untuk selalu waspada dan 
mempunyai strategi terhadap 
berbagai ancaman yang mungkin 
akan terjadi baik di masa pandemi 
atau dalam jangka menengah. 
Salah satu pengejawantahan sikap 
waspada tersebut tercermin dalam 
kebijakan umum dan strategi 
pengelolaan utang. Pemerintah 
senantiasa mengupayakan 
kemandirian pembiayaan, hal ini 
ditunjukkan dengan komposisi 
utang Pemerintah pusat yang 
semakin didominasi utang dalam 
bentuk SBN Domestik, hingga 
akhir Februari 2021 mencapai 
66,59 persen dari total komposisi 
utang. Sementara itu, dari sisi 
mata uang, utang Pemerintah 
pusat semakin didominasi utang 
dalam mata uang Rupiah, yaitu 
mencapai 66,78 persen dari 
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total komposisi utang pada akhir 
Februari 2021.

Pemerintah berkomitmen untuk 
mengelola utang dengan prudent, 
fleksibel dan oportunistik, serta 
terukur. Dalam menjalankan 
pengelolaan utang, Pemerintah 
tetap memperhatikan profil utang 
termasuk kemampuan bayar 
dengan berbagai pendekatan 
terhadap rasio utang yang sehat, 
baik utang jangka pendek atau 
jangka panjang. Pengadaan utang 
baru setiap tahun memperhatikan 
risiko terkait dengan utang jatuh 
tempo, tingkat bunga dan nilai 
tukar. Demikian pula pembayaran 
bunga utang, pengadaan utang 
baru untuk penanganan dampak 
pandemi dilakukan dengan 
memanfaatkan sumber-sumber 
relatif murah seperti pinjaman 
program dari lembaga multilateral 
dan bilateral, bahkan beberapa 
lembaga multilateral melanjutkan 
pemberian pinjaman murah 
dalam rangka pembiayaan vaksin 
di tahun 2021, yang mana bisa 
menekan bunga utang pemerintah.

Selain itu, kerja sama dengan Bank 
Indonesia dalam pembiayaan 
belanja public goods sesuai SKB 
II di tahun 2020 sangat signifikan 
menekan bunga utang Pemerintah. 
Dukungan Bank Indonesia sebagai 
stand by buyer pembelian SBN di 
pasar perdana di tahun 2020 yang 
dilanjutkan di tahun 2021 ini ikut 
berperan dalam mengendalikan 
biaya utang Pemerintah.

Selanjutnya, di tengah penurunan 
peringkat kredit terhadap sebagian 
besar negara-negara lain sebagai 
dampak pandemi, Fitch Ratings 
justru mempertahankan peringkat 
kredit Indonesia di level BBB/
stable pada 22 Maret 2021. Dalam 
laporannya, Fitch mengapresiasi 
kemampuan Indonesia untuk 
bertahan dari guncangan yang 
ditimbulkan oleh pandemi tanpa 
memberikan dampak negatif bagi 
perekonomian jangka menengah, 
karena adanya skenario 
konsolidasi fiskal yang baik.
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